s < s
o < n
329§« z 2
2583 -
~ <o I n I 2
5 X< &R 8 <
£ x oo | QD 7z
MMMMM MUN
> 2 Jg g 53 S
WM@..\WN :-IU — MML
> =TIz 32 = —-.. = Fls S < 3
AAAEA% e A Yy = = a2 =5
HPR_NTI = 3 Lle < = x Z A
IifcF g S oi £ Ak s E 28
S22 ¢ =\ et o 8 288ES
n —= : Z
fg3ga 7 rE 2 2¢8:
D.D.AK& —— S|z NWM
oz o Q2 S o 5
ST x x> L
Ok z ¥ @ 59
X ¢« g - & 2 5 <
= o < —
255 = %5
z £ = 2 o " &
m @@ mWOEWm milik UIN Suska R State Islamic University of @._:ms melm Kasim Riau
o Z
a =

-

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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rangn Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Meningkatkan Partisipasi
asyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) di Desa Sungai
rab Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau Tahun 2018-2023

130
1w eydighs

Mifta Syarif
11575105285

If@ges diynbuaw Buelejq ‘L
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|I|han Kepala Daerah menjadi salah satu indikator stabilitas dan dinamisnya
Aokratisasi suatu Bangsa. Pilkada dimasukkan dalam rezim pemilu, sehingga
ra ¥ésmi bernama Pemihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
&u d@ngkat Pemilukada, Pemilihan Kepala Daerah diselengarakan oleh
omisi uPemlllhan Umum. penulis memfokuskan penelitian terhadap tahapan
r3|apan yaitu sosialisasi, pasrtisipasi dalam pemilihan gubernur dan wakil
ubernup 2018-2023. Hal tersebut menjadi permasalahan dimana rendahnya
mlah pemilih dan tujuan sosialisasi yang diharapkan KPU tidak sesuai yang
harapkan, maka dari itu tujuan penelitian yakni melihat bagaimana peranan
(PU dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pilkada, lokasi penelitian
I yakni di desa Sungai Terab kabupaten Indragiri hilir. Penelitian ini
enggunakan metode kualitatif dengan wawancara, jenis sumber data yakni
primer yang didapatkan dari komisioner KPU, ketua Bawaslu, Sekdes Sungai
rab, dan Masyarakat Sungai Terab, dan data sekunder dari dokumen dan
poran-laporan. Hasil penelitian didapatkan bahwasannya Peranan Komisi
emilihan Umum (KPU) Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada
emilihan Kepala Daerah (Pilkada) Di Desa Sungai Terab Kabupaten Indragiri
ilir Provinsi Riau Tahun 2018-2023 dalam melaksanakan tahapan sosialisasi
elum oepenuhnya terlaksana pada sasaran sosialisasi dan metode yang
|Iakuka;n Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir juga belum efektif
lam Tmeningkatkan partisipasi masyarakat. Pada pelaksanaan tahapan
S|aI|s’.!\’s| Komisi Pemilihan Umum juga terdapat hambatan-hambatan yaitu
eterba@san sumber daya manusia dalam melaksanakan sosialisasi. Kurangnya
ggaran dana untuk sosialisasi untuk melaksanakan semua metode dan
enyenﬁh seluruh segmen yang ada di setiap wilayah di Kabupaten Indragiri
ilir khQSusnya di Desa Sungai Terab.
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g 5 Segala puji bagi Allah SWT, yang menuntun hamba-Nya serta memberi
@5 o
Be%belg'aran kepada semua makhluk-Nya sehungga manusia mampu mengenali
g2 =
% 0 zat kekuasaan dan kekekalan-Nya yang abadi. Salam kemuliaan kepada
> g E
%e&asih%/a, Nabiyyuna Muhammad SAW sebagai tuntutan kepada seluruh umat
[72] < 2
@
gang m;cz%mpu memberikan syafa’at kelak pada hari tiada satu orang pun yang

Q0
ampumemberikan pertolongan melainkan syafa’at dari kekasih Allah

Aaex Y

QO
uhamPad Rasulullah SAW.

Puji dan syukur senantiasa penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, Atas

ygw edue) 1ul gne

hmat taufig serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi

ang berjudul “Peranan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam

uwsqgued

eningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah

U UeZuey

ILK@A) di Desa Sungai Terap Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau
)
ahun 2018-2023”. Shalawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan

am Ngbi Muhammad SAW yang telah membimbing umat-Nya kearah yang
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aenulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari
dukungfn, bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Ucapan

terimakéih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada :
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1.  Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam

©
T Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta pejabat Rektorat lainnya
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Admistrasi Negara dan Pembimbing Akademik kedua Penulis.
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‘g 92. o Ibu Dr. Hj. Mahyarni, SE,MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan
S 5 ©
% é o llmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
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3 2 3. = Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si selaku Wakil Dekan | Fakultas
& s  — Ekonomi dan llmu Sosial.
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(‘g ) (C’)Bapak Dr. Mahmuzar, M.Hum selaku Wakil Dekan Il Fakultas
S © Ekonomi dan llmu Sosial.
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é 5. 2 Ibu Dr. Hj. Julia, SE, M.Si selaku Wakil Dekan Il Fakultas Ekonomi
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7. Terimakasih buat Bapak Mashuri, MA selaku dosen pembimbing
Skripsi saya sekaligus Wakil Sekretaris Jurusan yang senantiasa
memberikan nasehat, semangat dan motivasi kepada penulis selama

menjalani studi di Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas Islam
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Salam cinta untuk yang teristimewa buat kedua orang tua penulis,

©
T ayahanda tercinta Samsul dan Ibunda tersayang Hasnah. Doa dan jasa
QO

-~
o engkau akan selalu menemani perjalanan hidupku, terimakasih atas doa

dan kesabran menunggu harapan dan doa dari ananda.
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.= Saudara dan saudariku yang tersayang Ela Novianti Samsul (kakak) dan

NIN

Hamza (abang ipar), Terima kasih juga untuk Halimatang (Tante), dan
ccn Ismail (paman), Yang telah memberikan dukungan baik moril maupun

materil dalam penulisan skripsi ini Semoga semua senantiasa dalam
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' lindungan Allah SWT.
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Terimakasih kepada Ketua dan komisioner KPU dan Sekdes Desa
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% ; :_:Gunawan, Bang Trianto, dan seluruh teman-teman yang telah
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g g 15% Dan seluruh pihak-pihak yang membantu dalam menyelesaikan skripsi

g:: gini semoga ALLAH SWT membalas segala amalan dan kebaikan

£ I _

é c dengan pahala yang melimpah.

% Eenulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak terdapat

?Eekurar@'an. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis

engharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun dari berbagai

epul s

ihak sebagai perbaikan dimasa yang akan datang. Akhir kata, semoga skripsi ini

uwmouawmoedu

apat memberikan manfaat bagi pembacanya. Amin Ya Robbal ‘Alamin.
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22 EE PENDAHULUAN
& Ip Latar belakang
:: o
‘gé Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah
v B
gaérah pada pasal 2 ayat 1 bahwa Negara kesatuan Repulik Indonesia dibagi atas
cq &
?@é&rah Cgrovinsi dan Daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan/atau Kota.
g 3
gefanju@ya pada ayat 2 dijelaskan bahwasanya Kabupaten dan/atau Kota dibagi
(7))

as Ke?gamatan dan Kecamatan dibagi atas Kelurahan dan/atau Desa. Setiap
Py

mba@in Daerah dari unsur tertinggi (Pemerintah) sampai kepada unsur

ByNIN|

mge/he

1S

emerintah Terendah (Desa) masing-masing mempunyai Pemerintahan. Untuk

T

encapai pelaksanaan Pemerintah tersebut tentunya membutuhkan Pemimpin.
Menurut Kartini kartono (1982.38) Pemimpin adalah seorang pribadi yang

emiliki kecakapan dan kelebihan khususnya kecakapan dan kelebihan disuatu

p uggjwnjuesusumedue

idang, sehingga dia mampu mempengaruhi orang-orang lain untuk bersama-

ue

(0] wn

= -

fgama n%lakukan aktifitas-aktifitas tertentu demi pencapaian satu atau beberapa
C

"x’ —

fijuan. =

1]

5 =

4 ré\donesia merupakan Negara demokrasi yang mana kepala daerah dipilih
2 s

secara I:-g'ngsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Demokrasi menurut asal
kata é‘ari Yunani Demos Dberarti rakyat, Kratos/Kratein  berarti
kekuasaiﬂn/berkuasa. jadi, demokrasi berarti rakyat berkuasa (Prof.Miriam
Budiarcgo 2008:105). Sedangkan pengertian demokrasi secara istilah atau

wn
termind_fpgi adalah seperti yang dinyatakan oleh para ahli sebagai berikut :

I

nery wisey j
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Jopseph A. Schmeter (dalam Prof.Miriam Budiardjo 2008:105)

- T @

g’neilgatai(an demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mecapai
38 =

tgegutusan politik dimana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk
232 ©

‘éugnutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat. Selanjutnya Sidney
v B

goék berpendapat demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana keputusan-
cq &

Ee@ltusgn pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung
g 3

glt'fasar@n pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat
g =

dewasa®

3 Py

Q0 == (- . - e 4 .
g F'hlllppe C.Schmitter dan Terry lynn Karl (dalam Prof.Miriam Budiardjo
2]

2008 105) menyatakan demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan dimana
=)

©

gemerintah dimintai tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka diwilayah
(]

=2

<;g?’ubllk oleh warga negara, yang bertindak secara tidak langsung melalui
c

3

g'ompetisi dan kerjasama dengan para wakil mereka yang telah terpilih.
Q.

edangkan Affan Gaffar pakar politik indonesia memaknai demokrasi dalam dua
w»

ntuk :iyaitu pemaknaan secara normatif (demokrasi normatif) dan empirik

c%ﬂuauwe

emok(fasi empirik). Demokrasi normatif adalah demokrasi yang secara ideal

endak"’dllakukan oleh sebuah negara. Sedangkan demokrasi empirik adalah

.’3

demokrgsi dalam perwujudannya pada dunia politik praktis.
MNamun demikian, diluar perbedaan pengertian demokrasi dikalangan para
Q

ahli demokrasi, terdapat titik temu pada beragam pengertian demokrasi tersebut
=

JSuUNS eI

yakni b§hwa sebagai landasan hidup bermasyarakat dan bernegara. Demokrasi

wn
meletakkan rakyat sebagai komponen penting dalam proses dan praktik-praktik

yuI

berdemekrasi. Rakyatlah yang memiliki hak dan kewajiban untuk melibatkan dan

nery wise
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"

C

u tuk tidak melibatkan diri dalam semua urusan sosial dan politik, termasuk

©
tarajnya dalam menilai kebijakan negara. Dengan demikian negara yang

eH

18 eydi

ganut sistem demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan

endék dan kemauan rakyat.

3

Tegaknya sebuah negara yang demokratis dan sekaligus dapat mencegah
=

e

1eggielbeqes dypSuswBueleiq *|
Buepun 160Npui)

PETT\

dlnga penyelewangan kekuasaan dalam sistem yang demokratis adalah

O Bue

d nyacmekanisme pelaksanaan pemerintahan atas dasar prinsip-prinsip

(2]

38 ne

x. - - - - -gm
mokrasi, mekanisme itu antara lain melalui Pemilihan Kepala Daerah
Py

ILKA@DA) yang dilaksanakan secara teratur serta kompetisi yang terbuka dan

Qg sun:BaAJe)g.me

derajat diantara partai-parta politik. Maka, demokrasi menghendaki agar

emilihan wakil rakyat dan pemimpin pemerintahan menjamin adanya peluang

weousumedue

ang sama bagi setiap partai dan kandidat pemimpin untuk meraih kemenangan
erdasarkan pilihan bebas rakyat yang berdaulat.
Indonesia dalam mencapai kepemimpinan untuk menjalankan

w»
meriri(isahan dikenal dengan sistem demokrasi. Demokrasi itu ditandai dengan

%/(uaw uep uggjuwny

lah saf;:l adanya Pemilihan Kepala Daerah.

:1aquuns gesn
T

Pemilihan Kepala Daerah menjadi salah satu indikator stabilitas dan

un

dinamisgya demokratisasi suatu Bangsa. Di Indonesia, penyelenggaraan Pimilihan
Kepalaé)aerah secara periodik sudah berlangsung sebelum tahun 2005, Kepala
Daerah :Ean Wakil Kepala Daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD).
Sejak bETrIakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan

Daerahs Kepala daerah dipilih oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah dan

nery wisey jue
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E:|$

nl

Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pilkada. Pilkada pertama kali diselenggarakan
- T

a;a bujﬁn juni 2005.

G

3T
g; Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang
@ 3 ©
‘Eegyele:nggara Pemilihan Umum, Pilkada dimasukkan dalam rezim pemilu,
°e B
;ﬁa@nggﬁ-ﬁsecara resmi bernama Pemihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Q @
?@é&rah_atau disingkat Pemilukada. Pemilihan Kepala Daerah pertama yang
g 3
glé'élen@arakan berdasarkan Undang-Undang ini adalah Pilkada DKI Jakarta
5 |2
2007. o

Py

Eémilihan Kepala Daerah diselengarakan oleh Komisi Pemilihan Umum.

‘ugas dan wewenang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

w—pduerHil sin) eAie

entang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang

aeous

enetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

entang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Pasal 9

wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilihan meliputi:

[

Q

&
mesgarels

lenyusun dan menetapkan Peraturan KPU dan pedoman teknis untuk

Jagquuns uexgAgaAuaw uep usjwny

mbl

tlap tahapan pemilihan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan

ST AT

akyat dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang

g&;l

putusannya bersifat mengikat;

engkoordinasi dan memantau tahapan Pemilhan;

elakukan evaluasi penyelenggaraan Pemilihan;

enerima laporan hasil Pemilihan dari KPU Provinsi dan KPU

abupaten/Kota;

o
nerny wsey FleAQuelms J
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1t

)

%0

e. Memfasilitasi pelaksanaan tugas KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota

= ©

i dalam melanjutkan tahapan pelaksanaan Pemilihan jika Provinsi,
g 9

§ §abupaten, dan Kota tidak dapat melanjutkan tahapan Pemilihan secara
2 B

5 berjenjang; dan

c 3

af. Melaksankan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan
= -~

%rundang-u ndangan;

Buepun-6

@alam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah terdapat beberapa
(7))

gHninjes neje uelbeqes diynbusw buele|iq °L

hapano;fyang diatur Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1
Py

ahun g;f)l? Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan

IIrpAie

subernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil

o S

e

ali Kota. Adapun tahapan yang dimaksud yaitu tahapan persiapan dan tahapan
enyelenggaraan. Tahapan persiapan terdiri atas program :

a. perencanaan program dan anggaran.

(op

. penyusunan dan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah
(NPHD).
penyusunan dan pengesahan peraturan penyelenggaraan Pemilihan.

sosialisasi kepada masyarakat dan penyuluhan/bimbingan teknis kepada

:Jaquuns ueyingakuaw uep ueanm:eoueugdu

KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan
KPPS.
pembentukan PPK, PPS dan KPPS.
pendaftaran pemantau Pemilihan.
pengolahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4).

s pemutakhiran data dan daftar pemilih.

nery wises JIIEAG U NP Jo AJISIIATUNDIWE]S] 3)e}S
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=

apun yang dimaksud dengan tahapan penyelenggaraan dengan program sebagai

encalonan, terdiri atas:
. syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan.

. pendaftaran Pasangan Calon.

sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan.

masa kampanye.

pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran
bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga kampanye,
dan/atau kegiatan lain.

debat publik/debat terbuka antar Pasangan Calon.

kampanye melalui media masa, cetak dan elektronik.

masa tenang dan pembersihan alat peraga kampanye.

. laporan dan audit dana kampanye.

engadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan
enghitungan suara.

emungutan dan penghitungan suara.

" rekapitulasi hasil penghitungan suara.

enetapan Pasangan Calon terpilih tanpa permohonan Perselisihan

Hasil Pemilihan (PHP).

sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP).

enetapan Pasangan Calon terpilih pasca putusan Mahkamah

Konstitusi.
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k. pengusulan pengesahan pengangkatan Pasangan Calon terpilih.

~T ©

g % k- evaluasi dan pelaporan tahapan.

38 =

tg § Sari beberapa tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah diatas,

@ 3 ©

‘éegulis memfokuskan penelitian terhadap tahapan persiapan yaitu sosialisasi dan

v B

geéyullﬁan terhadap masyarakat yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan

cq &

PIrFum iabupaten Indragiri hilir pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
s Z

g 3

gi‘é’u Taﬁun 2018. Dalam melaksanakan sosialisasi dalam tahapan persiapan diatas

c »

c

Q]Iaksar;;kan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

Py

mge/he

17 Te;htang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam

1S

emilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali

T

ota dan Wakil Wali Kota.

Tujuan dari sosialisai Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Bpunjuesusupedue

omor 8 Tahun 2017 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi

asyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
w»

upati é;an Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pasal 3 yaitu :

ugep u

a. E‘ienyebarluaskan informasi mengenai tahapan, Jadwal dan program

;gnu

milihan;

Jaquuns ueyingggiua
I

eningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat

=
sIdZIun

entang hak dan kewajiban dalam Pemilihan; dan

(0]

C. @eningkatkan partisipasi Pemilih dalam Pemilihan.
s
gemudian dalam melaksanakan sosialisasi terdapat beberapa bagian.
wn
Bagian\éertama pada pasal 4 mengenai Sasaran sosialisasi Pemilihan.

s
1. gasaran sosialisasi Pemilihan, meliputi komponen:

nery wis
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Pemilih yang berbasis

1.

2.

3.

8.

9.

Keluarga;

Pemilih pemula;

Pemilih muda;

Pemilih perempuan;

Pemilih penyandang disabilitas;
Pemilih berkebutuhan khusus;
Kaum marjinal;

Komunitas;

Keagamaan;

10. Relawan demokrasi;

11. Warga internet(netizen).

Masyarakat umum;

Media massa;

Partai politik;

Pengawas;

Pemantau Pemilihan dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan asing;

Organisasi kemasyarakatan;

Masyarakat adat; dan

Instansi pemerintah.

milihan dengan kebutuhan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 1

ruf a angka 6, mencakup masyarakat diwilayah perbatasan atau

rpencil, penghuni lembaga permasyarakatan, pasien dan pekerja rumah
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a.

b.

C.

d.

a.

b.

sakit, pekerja tambang lepas pantai, perkebunan, dan kelompok lain yang

©
terpinggirkan.

)

-
Bagian kedua yaitu mengenai materi sosialisasi terdapat pada pasal 7.

©
eri gpsialisasi Pemilihan mencakup:

geluruh tahapan, program dan jadwal pelaksanaan Pemilihan yang terdiri
as:

Pemutakhiran data dan daftar Pemilih;

Pencalonan dalam Pemilihan;

Kampanye dalam pemelihan;

B Ny Bsnis NIR XA

Dana kampanye peserta Pemilihan;

e

Pemungutan, perhitungan dan rekapitulasi hasil perhitungan suara
Pemilihan; dan

6. Penetapan pasangan calon terpilih dalam Pemilihan; dan

Materi lain terkait tahapan penyelenggaraan Pemilihan.

w»
Bagian ketiga yaitu mengenai metode sosialisasi terdapat pada pasal 10.
()

etodegyang digunakan dalam menyampaikan materi sosialisasi Pemilihan

8

bagaifiana yang dimaksud dalam pasal 7 dan pasal 9, dilakukan melalui:
c

Eorum warga;

m

-t

Komunikasi tatap muka;
<

Medi :

Media massa;

=
Bahan sosialisasi;

u

w o
"MObI“S&SI sosial;
2

Remamfaatan budaya lokal/tradisional;

J I

nery wise
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Laman KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;

©

Bapan pengumuman KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP

)

§abupaten/ Kota;
=

Media sosial;

3

Media kreasi:dan/atau

=

glembentuk lain yang memudahkan masyarakat untuk dapat menerima

@formasi Pemilihan dengan baik.

(2]

abel 1;;_1 Data Daftar Pemilih Tetap di Desa/Kelurahan di Kecamatan Reteh

er&" KPU Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2022

nery wisey jrreAg uejng jo 43

Py
#ahun 2013
(= —
“No Desa / Jarak ke lbu Jumlah Daftar | Persentase
?.)' Kelurahan Kota Kecamatan | Pemilih Tetap | Pemilih (%)
3 (KM) Tahun 2013
31. | Pulau Kijang 0,05 10.981 57,7
82. | Metro 1,50 1.465 60,4
23. | Madani 1,70 1.316 74,2
24. | Pulau kecil 5,50 3.707 69,7
5. | Sanglar 18,00 4767 64,3
26. | Seb. Pulau Kijang | 0,90 647 79,6
37. | Seb. Sanglar 48,21 2.651 71,9
28. | Mekar sari 45,73 678 715
9. | Sei.Undan 6,50 1.403 76,4
810. | Sei. Terab 20,00 512 55,6
211. | Pulau Ruku 15,00 842 74,2
512, | Séi. Mahang 21,00 646 59,4
713, | Tanjung Labu 22,00 489 81,6
14. | S€i. Asam 12,00 1.068 78,2
Sumb
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iéel 1@ Data Daftar Pemilih Tetap di Desa/Kelurahan di Kecamatan Reteh
=0

geglun 2_018

«Q 9 o

gl\@ © Desa/ Jarak ke Ibu | Jumlah Daftar | Persentase
2 5 | & Kelurahan Kota Kecamatan | Pemilih Tetap | Pemilih (%)
©c | 3 (KM) Tahun 2018

o —~

g12 | Pulau Kijang 0,05 8.096 67,7

522 | Metro 1,50 1.323 65,7

532 | Madani 1,70 1.378 718

4@ | Rulau kecil 5,50 3.106 68,7

25. | Sanglar 18,00 4.032 70,7

S6. | Seb. Pulau Kijang | 0,90 694 73,8

©7. | Sgb. Sanglar 48,21 1.842 80,4

58. | Mekar sari 45,73 7 69,3

=9. | Sei.Undan 6,50 1.088 88,7

510. | Sei. Terab 20,00 444 46,4

511. | Pulau Ruku 15,00 941 64,3

©12. | Sei. Mahang 21,00 523 69,2

13. | Tanjung Labu 22,00 498 78,1

©14. | Sei. Asam 12,00 T 71,4

gumber: kpu.go.co

Q

§ Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada pemilihan Gubernur dan Wakil
>

éuberng’s periode 2018-2023 masih terdapat desa yang ada di kecamatan reteh
® B

?gasih tﬁ_rgolong rendah jika dibandingkan dengan pemilihan pada tahun 2013.
Q

=

Berdasa&nkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, maka peneliti

aqui

tertarik gerta perlu untuk melaksanakan penelitian dengan judul Peranan Komisi

<
Pemilir‘&n Umum (KPU) Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada

Pemili@n Kepala Daerah (PILKADA) di Desa Sungai Terab Kabupaten

N
Indragiti Hilir Provinsi Riau Tahun 2018-2023.
»

1.2 Rurﬁusan Masalah
<

V)
Berdasarkan pada latar belakang penelitian yang telah dijelaskan

A
diatas,nﬁ_’qka penulis dapat merumuskan permasalahan penelitian ini adalah :

nery w
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Bagaimana Peranan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir

©,
benar menjalankan PKPU No 8 Tahun 2017 Tentang Sosialisasi,

QO

E%ndidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan
©

Gubernur dan Wakil Gubernur di Desa Sungai Terab?

3

Apakah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir menjalankan
=t

§<PU No 8 Tahun 2017 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan

gértisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur?
(7))

3 Tujgan Penelitian

Y
Adapun tujuan penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir
dalam menjanlankan PKPU No 8 Tahun 2017 Tentang Sosialisasi,
Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur.

L(%ntuk mengetahui Peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri

—
)

Rilir dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan

-
1]

§ubernur dan Wakil Gubernur di Desa Sungai Terab.

=3
Pt 0

(o}
4 Manfaat Penelitian

=]
ékademlk yaitu penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi dan
é'ata sekunder bagi kalangan akademis yang ingin meneliti hal sama.

oritis yaitu penelitian yang diharapkan dapat memacu pengembangan

me;[rzﬁ jo

mu pemerintahan, minimal memperkaya inventaris hasil-hasil penelitian

mAg

idang ilmu pemerintahan.

nery wisey jI
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3. Praktis yaitu penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi

UIN SUSKA RIAU

misi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir.

©¥ak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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o~ I LANDASAN TEORI

2EF o

2e Kofsep Demokrasi

3 =

o 32 ©

cé § Kita mengenal bermacam-macam istilah demokrasi. Ada yang dinamakan

- Q

g8

@e%okrasi konstitusi, demokrasi perlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi

5 x

Q a

Bagcasifa, demokrasi rakyat, demokrasi soviet, demokrasi nasional, dan

58 =

L3

&al?agai@a. Yang semuanya ini memaknai istilah demokrasi yang menurut asal

w
ta dari  Yunani Demos berarti rakyat, Kratos/Kratein  berarti
pul

siinpeAiey amme

ekuasaan/berkuasa. jadi, demokrasi berarti rakyat berkuasa (Prof.Miriam
=

o

Judiardjo 2008:105). Sedangkan pengertian demokrasi secara istilah atau
rminologi adalah seperti yang dinyatakan oleh para ahli sebagai berikut :

Jopseph A. Schmeter (dalam Prof.Miriam Budiardjo 2008:105)

egwnjuesuswgdue)

engatakan demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mecapai

=ep u

eputusan politik dimana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk

3

@ w»

%emut@ékan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat. Selanjutnya Sidney
2 )

Eook bgrpendapat demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana keputusan-
€ 5

(%eputusah pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung
3 G

didasarlzan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat
)

-t

dewasaz:
S

éhilippe C.Schmitter dan Terry lynn Karl (dalam Prof.Miriam Budiardjo
s

2008:1@) menyatakan demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan dimana

pemerir'(é)ah dimintai tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka diwilayah

-t

publik ﬁleh warga negara, yang bertindak secara tidak langsung melalui
%)

nery wis
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:

kompet|5| dan kerjasama dengan para wakil mereka yang telah terpilih.
=T
Qanglgn Affan Gaffar pakar politik indonesia memaknai demokrasi dalam dua

[}

3T

gegtuk cyaltu pemaknaan secara normatif (demokrasi normatif) dan empirik
o3 ©

‘gjénokfasi empirik). Demokrasi normatif adalah demokrasi yang secara ideal
> B

geédakEdilakukan oleh sebuah negara. Sedangkan demokrasi empirik adalah
Q @

aeéokraa dalam perwujudannya pada dunia politik praktis.

g 3

C a

@’amun demikian, diluar perbedaan pengertian demokrasi dikalangan para
(7))

li der;;okrasi, terdapat titik temu pada beragam pengertian demokrasi tersebut
Py

knl bahwa sebagai landasan hidup bermasyarakat dan bernegara. Demokrasi

%e&e@mmes

Ul Si|

eletakkan rakyat sebagai komponen penting dalam proses dan praktik-praktik

erdemokrasi. Rakyatlah yang memiliki hak dan kewajiban untuk melibatkan dan

weousumedue

ntuk tidak melibatkan diri dalam semua urusan sosial dan politik, termasuk
antaranya dalam menilai kebijakan negara. Dengan demikian negara yang
enganut sistem demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan

wn
hend%( dan kemauan rakyat.

ucjiep uywny

-

Eemokrasi yang dianut di Indonesia, yaitu demokrasi yang berdasarkan
=

=3

gancasi@, masih taraf perkembangan dan mengenai sifat-sifat dan ciri-cirinya

wns uemnqg;(ua

terdapaf%)elbagai tafsiran serta pandangan. Tetapi yang tidak dapat disangkal ialah
bahwa éeberapa nilai pokok dari demokrasi kontsitusional cukup jelas tersirat di
dalam :Undang-Undang Dasar 1945 yang belum eksplisit dua prinsip yang
menjiwg naskah itu, dan yang dicantumkan dalam penjelasan Undang-Undang

wn
Dasar 1845 mengenai sistem pemerintahan Negara yaitu:

nery wisey JuI
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h

a. Negara ialah Negara yang berdasarkan atas hukum (rechtsstaat), tidak

éa ;’I‘; %rdasarkan kekuasaan belaka (machtsstaat).

% g:b éjstem Konstitusional. Pemerintahan berdasarkan atas sistem Konstitusi
=]

‘é g gﬁukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).

g8

gg éérdasarkan dua istilah Rechttaat dan sistem Konstitusi, maka jelaslah
Eé%ma (Sémokraa menjadi dasar dari Undang-Undang Dasar 1945 yang belum di
&" Y]

érr‘?andeﬁ’]en ialah demokrasi konstitusional. Di samping itu corak khas demokrasi

(2]

donesixa, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dan kebijaksaan dalam
2

rmusgawaratan perwakilan, dimuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar.

SERInIN|

rge/he

2, Konsep Pemerintahan
Konsep ilmu pemerintahan menurut Brasz (dalam Syafi’ie 2013 ; 21)
engemukakan bahawa ilmu pemerintahan daapt diartikan sebagai ilmu yang

empelajari tentang bagaimana cara lembaga pemerintahan umum itu disusun

P URjwNUBoUSW eduepmn sl|

an difungsikan terlaksana secara kedalam maupun keluar terhadap warganya.
w»

%edangkan menurut syafi’ie (2011 ; 23) ilmu pemerintahan sebagai ilmu

ue

ang m(émpelajari bagaimana melaksanakan pengurusan (eksekutif), pengaruran
eglslaﬁ'f) kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan ( baik pusat dengan

.’3
daerah,ghaupun rakyat dengan pemerintahannya ) dalam berbagai peristiwa atau
-t

NS} INgaAUD

gejala pemerintahan, secara baik dan benar.
Q
Menurut Ndraha (2011:7) mengatakan llmu Pemerintahan dapat
=

didefinigikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan

wn
melinduhgi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa-publik dan layanan civil,

nery wisey JuI
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vm

d Iam hubungan pemerintahan, (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan

8leh yang bersangkutan.

g§y§ g

S5 8 X .. .

tg o  Menurut Taliziduhu (2003:7) mengatakan bahwa llmu Pemerintahan dapat

23 ©

‘ﬁl(%flnlslkan sebgai ilmu yang mempelajari bagaimana pemerintah (unit kerja
3

lik) :bekerja memenuhi dan melindungi tuntutan (harapan, kebutuhan) yang

Ibegps dn
uapun 1

Q a

al@rlnt% akan jasa publik dan layanan publik, dalam hubungan pemerintahan.

g 3

ge%ara %ﬁimologi, pemerintah dapat diartikan sebagi berikut: kata pemerintah
(7))

rasal Q?ziari kata “perintah” yang berarti melakukan pekerjaan menyuruh atau
Py

emerlﬁtah Hali ini berarti didalamnya terdapat dua pihak, yaitu yang

NN

\emerintah yakni yang memiliki wewenang dan yang diperintah memiliki

wreduepgul singelie

epatuhan akan keharusan. Kedua, setelah ditambah awalan “pe” menjadi

WBoud

emerintah, yang berarti badan yang melakukan kekuasaan memerintah atau

stem yang menjalankan wewenang dan kekuasaan atau menjalankan perintah,

p u2jwny

ang memerintah. Ketiga setelah ditambah lagi dengan akhiran “an” menjadi
w»

meriri(?gahan yang berarti perbuatan, proses, cara, hal atau urusan dari badan

wue

-

1) -
ang memerintah tersebut.

:Jaqwnsw:emn%/(ua

emerintah adalah sebuah sistem multiproses yang bertujuan memenuhi

uNoIw

dan mefindungi kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan jasa-publik dan

SI9

layanan=<ivil (Ndraha. 2011;5)
Q
Menurut Kitab suci Al-Quran (dalam Syafiie. 2013;12) pemerintah adalah
=

segolongan umat untuk mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada kebenaran,

wn
melara@ dari buruk, itulah kelompok yang beruntung.

nery wrsey| ji
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Soemendar (dalam Syafiie. 2013;11) pemerintah adalah sebagai badan

~T O

ghlnig penting dalam rangka pemerintahannya, pemerintah mesti memperhatikan
a2 [

éu&l ketentraman dan ketertiban umum, tuntutan dan harapan serta pendapat
@ 3 ©

‘E} at, skebutuhan dan kepastian masyarakat, pengaruh-pengaruh lingkungan,
o p= 3

éeégat&an-pengaturan, komunikasi peran serta seluruh lapisan masyarakat dan
cq &

feditimasi

g2 <

< g

g’elanjutnya pengertian pemerintahan ke dalam dua pengertian yakni arti
(7))

¥aininjes

mpit Q;Ean luas, seperti di ungkapkan Bevir (dalam Sadu Wasistiono 2006;87)
Py

itu Pé;rigertian Pemerintahan ke dalam dua pengertian yakni dalam arti sempit

I|F§EKJE

E!%UI S

'bagai sebuah konstitusi (goverment as aninstitution ), sedangkan dalam arti luas

emerintah diartikan sebagai sebuah prosees ( goverment as a proces ). Dalam

weouaumedu

onteks bahasa Indonesia, dibedakan antara pemerintah sebagai sebuah institusi

au organ yang memerintah, sedangkan pemerintahan diartikan sebagai sebuah

P uBywn}

roses atau aktivitas memerintah.
»n

gllenurut Ndraha (2003;6) Pemerintahan adalah organ yang berwenang

ue

emprdf’ses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi
=

=3

wns meyingaAus

§t|ap yé'ng melakukan hubungan pemerintahan, sehingga setiap warga negara
masyaraiéat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan sesuai dengan
tuntutaé’yang diperintah antara lembaga serta antara yang memerintah dengan
yang dié’érintah.

gienurut Syafi’ie (2011 : 20) Ilmu Pemerintahan adalah ilmu yang

wn
pemeri@ahan bagaimana melaksanakan koordinasi dan kemampuan memimpin

I

didang lg.gislatif, eksekutif dan yudikatif dalam hubungan pusat dan daerah.

nery wis
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o

=X
)

0

Menurut Soewargono dan Johan (dalam Labolo, 2013;38) menyatakan

©
wa saélah satu fungsi utama pemerintahan adalah membuat kebijakan publik.
QO

glaka dari itu pemerintahan adalah organisasi yang mempunyai kekuasaan
©

tanggung jawab penuh dalam mewujudkan cita-cita Negara untuk melayani
3

tur%1 masyarakat baik dalam pelayanan publik maupun pelayanan sipil.

aiusw Buele
16Tnpuiig eydigTeH

a

i

aos d
-Gu%‘un 1

Fap r%yarakat dari sabang sampai merauke atau siapa saja yang secara legal

egjegﬁe
Buep&

gal ﬁlWllayah indonesia pemerintah wajib memberikan pelayanan tersebut.

a@s. ne)

in

«Q

enganodemikian diharapkan pemerintah mampu melayani masyarakat secara adil
Py

npa a@a kriminalisasi, sehingga masyarakat merasakan kesejahteraan di dalam

egaranya sendiri.

.3 Konsep Manajemen dan Organisasi Pemerintahan

Hasibuan mengatakan (2007;15) sebaagi fungsi manajemen memiliki

‘nery exsng NiN Jefem BueA uebunuaday ueyibniaw yepn uedynbuad 'q

‘yejesew nyens uenefui} neje ynuy uesinuad ‘uelode] ueunsnAuad ‘yeiw| eAiey uesiinuad ‘ueniguad ‘ueyipipuad uebunuaday ¥njun eAuey uedinbuad e

ubungan dalam mewujudkan hasil tertentu melalui kegitan orang-orang lain. Hal

i berarti bahwa sumber daya manusia berperan penting dan mendominan dalam
w»

. -
anaje@.}en.

-

x;nqg/(uaug:ep uEsjwnjuesusuNeduerll sirgieAiexgnin|

§ Eoyal dalam Hasibuan (2007;16) menyebutkan bahwa fungsi manajemen
gnatara fain :
3
% 1. Perencanaan
2. Pengorganisasian
3. Pemberi perintah
4. koordinasi
5. Pengawasan

nery wisey jrreAg uejpng jo A3IsIaArupn d
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>4
=Y =
8% o/l
_\/ﬂ Manulang (2008;94) Bahwa menajemen adalah seni dan ilmu
~T O
gé%zncaﬂaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan dari
38 =
@Jébergaya manusia untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan terlebih
2z o
HaBulu.o
3

Menurut Satyagraha (2005;14) perkembangan manajemen kontemporer
=t

ghacﬁjskan manajemen untuk dapat memenuhi harapan berbagai pihak yang

Buep@n-Buepun 16

mpuﬁilai kepentingan organisasi
(7))

fr’lenurut Chestar I Barnard (dalam Syafi’ie 2011;11) Organisasi adalah
Py

bagal%ebuah sistem tentang aktivitas kerjasama dua orang aatau lebih dari suatu

rgge/hex yninjgg nejegieibeqes di
D

ng tidak terwujud dan tidak pandang bulu, yang sebagian besar tentang

m:adueg:uu sl|

ersoalan silaturahmi.

Sedangkan menurut Luther Gulick (dalam Syafi’ie 2011;12) Organisasi
dalag sebagai suatu alat saling hubungan satuan-satuan kerja yang memberikan
ereka kepada orang-orang yang ditempatkan dalam struktur kewenanangan, jadi

(.D
§engan ?demlklan pekerjaan dapat dikoordinasikan oleh perintah dari para atasan

ULJIEp UB{WNJUBdUS

us

=

ﬁepada para bawahan yang menjangkau dari puncak sampai ke dasar dari seluruh

ns

gadan u@aha.
e

d

=]
%’Ienurut P. Siagian menyatakan (dalam Kartono 2009;7) Organisasi

-t

2]

adalah Sétiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama
Q

untuk rgéncapai tujuan bersama, dan terikat secara formal dalam suatu ikatan
s

hierarkii:aimana selalu terdapat hubungan antara seseorang atau sekelompok orang

wn
yang dE sebut pemimpin dan seorang atau sekelompok orang yang disebut

yuI

bawaham

nery wise
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Menurut SP. Siagian dalam Zaidin Namawi ( 2013 ; 15 ) mendefinisikan

©
aJermen pemerintah adalah manajemen yang di tetapkan dalam lingkungan

=L
O%IBH

12 eydi

atutapemerlntahan atau aparatur Negara, tidak saja diartikan sebagai aparatur
©
bachan eksekutif, akan tetapi juga aparatur dari badan legislatif dan yudikatif,

P

abuswsbuele

a

egun 1BImMpui)

bafk yang berada pada tingkat pusat maupun yang berada pada tingkat

&Ienurut Emaya Suradinata dalam Zaidan Namawi (2013;21)
(7))

ginInjes ne;egxegﬁe@s dn
Buep@n-6u
QD
:T
NIN X

2
endifimisikan manajemen pemerintah adalah sebagai suatu kegiatan atau usaha
2

tuk Mencaapl tujuan negara dengan menggunakan berbgai sumber yang

rge/he

ikuasai oleh negara .

Menurut james D. Mooney dalam Zaidan Namawi (2013;75)

ugousw eduegmi si|

endifinisikan organisasi adalah sebagai bentuk setiap perserikatan orang-orang
ntuk mencapai suatu tujuan bersama.
Menurut john D. Millet dalam Zaidin Namawi (2013;75) mendefinisikan

wn
ganiséﬁ;i sebagi kerangka stuktur dimana pekerjaan dan beberapa orang

qg/(uaw uep uzan;

selenggarakan untuk mewujudkan suatu tujuan bersama.
:

4 KorfSep Kewenangan

11dQUINS @2XiN

%’Ienurut Yusri Munaf (2016;52) Secara konseptual, istilah wewenang atau
kewenafigan sering disejajarakan dengan istilah Belanda “bevoegdheid” (yang
Q
berarti E}}ewenang atau berkuasa). Wewenang merupakan bagian yang sangat
=

pentinggdalam Hukum Tata Pemerintahan (Hukum Administrasi), karena

wn
Pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang

yuI

diperolelinya. Pengertian kewenangan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia

nery wise
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%

dlartlkan sama dengan wewenang, yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan

~ T ©

Sedliatu

2EF o

58 = . .

tgg Beberapa pendapat ahli mengenai kewenangan dan wewenang dan
@ 3 ©

‘éj@berfsumber kewenangan sangatlah beragam, ada yang mengaitkan
kel E 3

<[ﬁe@tenaﬁgan dengan kekuasaan dan membedakannya serta membedakan antara

u3|5elega5| dan mandat.

nejexgieibe
==
Buep@ -6u

&Ienurut Prajudi Atmosudirjo (dalam Yusri Munaf 2016;52) kewenangan
(7))

alah aT)a yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan
2

glslatﬁ (diberi oleh Undang-Undang)atau dari kekuasaan

qge/hegmmes

i S|

ksekutif/administratif. Kewenangan merupakan kekuasaan terhadap sesuatu

idang pemerintahan tertentu yang bulat. Sedangkan wewenang hanya mengenai

ousuedue

Sesuatu onderdiltertentu saja. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-

:

gflewenang. Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindak hukum
&

gublik.

- &

§ Selanjutnya Indroharto (dalam Yusri Munaf 2016;52) mengemukakan,
c ()

Bahwa \zmyewenang diperoleh secara atribusi, delegasi, dan mandat, yang masing-
= E

3 -

glasmg “dijelaskan sebagai berikut:Wewenang yang diperoleh secara atribusi,

upn,

yaitu pe:fhberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu kententuan dalam
peraturéﬁ perundang-undangan. Jadi, disini dilahirkan/diciptakan suatu wewenang
pemerirf:fah yang baru. Pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang
telah aog oleh Badan atau Jabatan TUN yang telah memperoleh suatu wewenang

wn
pemerintahan secara atributif kepada Badan atau Jabatan TUN lainnya. Jadi, suatu

yuI

delegasiselalu didahului oleh adanya sesuatu wewenang. Pada manda, disitu tidak

nery wise
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\/ﬂ

terjadl sesuatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari

_\ X @
fan aiau Jabatan TUN yang satu kepada yang lain.
gF. Marbun (dalam Yusri Munaf 2016;52) menyebutkan wewenang
©
gandung arti kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik,
3

seEﬁra yuridis adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-

PE- -BugBun 16&hpuiq eydi

né ng-zyang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum. Wewenang

6ue

dap%’ mempengaruhi terhadap pergaulan hukum, setelah dinyatakan dengan

mmmas nejecieibegds dyapusw Bueleigg -

gas Wewenang tersebut sah, baru kemudian tindak pemerintahan medapat
Py

kuas&Hn hukum (rechsktacht). Pengertian wewenang itu sendiri akan berkaitan

o su%e/ue

engan kekuasaan.

Dari beberapa pendapat ahli di atas, aspek kewenangan atau kompetensi

weousw edue

ang dimiliki oleh aparat pemerintah cirinya ada dua yaitu:
Kewenangan atribut (orisinal)

Adalah kewenangan yang berikan langsung oleh peraturan perundang-
w»

und;éngan. Contoh: Presiden berwenang membuat membuat UU, Perpu, PP,

Ke\genangan ini bersipat permanent, saat berakhirnya kabur (obscure).

Kevéé:nagan non atributif(non orisinal)

=]
Ke\:ﬁg'enangan yang diberikan karena adanya pelimpahan/peralihan wewenang.

:JdQUINS ueINgaAusw uep uesjwny

Confoh: Dekan sebagai pengambil kebijakan, ~wakil dekan bidang

(=]
aka@emik/kurikulum, sewaktu-waktu dekan umroh dan menugaskan PD1.
=

e
-

&Ienurut Bagir Manan (dalam buku Trias Politika, Romi Librayanto
<
2008), °?!;\(ekuasaan’’(rnacth) tidak sama artinya dengan “wewenang”. Kekuasaan

A
menggatnbarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Wewenang berarti hak dan

nery wr
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ekaligus kewajiban. Wewenang menurut Stout (dalam buku Trias Politika, Romi

él%ayagto 2008) adalah Kkeselurah aturan-aturan yang berkenaan dengan
§elehan dan hubungan hukum publik. Kemudian Nicolai memberikan
‘(éeggert?an tentang kewenangan yang berarti kemampuan untuk melakukan
Ee

gngakai-hukum tertentu (tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat
Eu‘éjm E_tertentu) Oleh karena itu, Irfan Fachruddin menyimpulkan bahwa
Ee‘évenag’gan adalah kemampuan yang diperoleh berdasarkan aturan-aturan untuk

»

elakul%n tindakan tertentu yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat
rtentug/ang mencakup hak dan sekaligus kewajiban.

5 Penyelenggara Teknis Pemilihan Umum

. Komisi Pemilihan Umum

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga Penyelenggara Pemilu

ang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu.

ep u-mwn;ueouem.eduep{m sirggeliexgynn|

PU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di Provinsi
w»

n K%upaten/Kota. Wilayah kerja KPU meliputi seluruh wilayah Negara

cg&uaw;q

esatuaqf'r Republik  Indonesia.  KPU menjalankan  tugasnya secara

erkesmambungan dan dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU bebas dari

JIERUNS Fexin

pengaru@ pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya.

KPU hegfkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia, KPU Provinsi
Q

berkedugiukan di ibu kota provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berkedudukan di

=
ibu kotekabupaten/kota.

nery wisey Juredg v
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. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

~T O
g i Sedangkan tiga wewenang PPK antara lain: Pertama, mengumpulkan hasil
38 =
tge%ghltungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya; Kedua, melaksanakan
3 ©
e&venamg lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota
3

ai dengan peraturan perundang-undangan; Ketiga, melaksanakan wewenang
-~

ses%i ketentuan peraturan perundang-undangan.

xﬁuepﬁn-ﬁu@un 16,

eloﬁﬁpok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)
(7))
gelompok penyelenggara pemungutan suara adalah kelompok yang
2

bentu@ oleh Panitia Pemungutan Suara untuk melaksanakan pemungutan suara

tempat pemungutan suara. KPPS dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan

umeduegLl sirpeAiey ynin|es ne;e,;gregﬁe@s du@ue

emilihan umum berpedoman pada asas mandiri; jujur; adil; kepastian hukum;

Egouo

rtib; kepentingan umum; terbuka; proporsional; profesional; akuntabel; efektif;

gwn;

isien; dan aksesibilitas.

=

§6 Konsep Komisi Pemilihan Umum

@ w»

f} gejak zaman orde baru, di indonesia telah menganut asas pemilu yang
glsmgkar LUBER. LUBER merupakan singkatan dari Langsung, Umum, Bebas,
(=

%ahasm” Penjelasan LUBER sebagai berikut :

a. Lang;'ung

Eangsung berarti rakyat memilih wakil rakyatnya dengan hak yang
Q

dimilikig sesuai kehendak hati nurani tanpa perantara. Jadi saat memilih kita
=

—

nyoblosg atau mencontreng sendiri, tidak meminta bantuan teman untuk

wn
diwakilkan

yuI

b. Umum

nery wise
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Asas umum dalam pemilu berarti semua warga Indonesia yang sudah

©)
endhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mengikuti
QO

=L
Gew

> O
s 3

tgegiluﬁ'idak melihat jenis kelamin, suku, ras, agama, pekerjaan dan lain-lain.
23 B

€5 o

- Q

og 3

& Bebas:

ag &=

% g gsas bebas dalam pemilu memiliki makna bahwa tiap warga Negara yang
éﬁah @rhak memilih dan akan menggunakan haknya dijamin keamanannya
c »

fﬁelakugan pemilihan, bebas dalam menentukan pilihan tanpa adanya pengaruh,
Q

3 A

E_f_akanan?:dan paksaan dari pihak manapun dengan cara apapun.

. Rahasia

(@R )]

Dalam asas jujur, rakyat yang melaksanakan haknya diberikan jaminan
tidak akan diketuahui oleh siapapun dengan jalan apa pun siapa yang dipilihnya
(Secret Ballot).

e. Jujur

Asas jujur mempunyai arti dimana penyelenggara pemilu, aparat, peserta,
pengawas, pemantau, pemilih serta semua pihal yang terkait harus bersikap dan
bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Asas LUBER
berkembang di era Reformasi, dimana ditambahkan Jujur dan Adil atau disingkat
JURDIL.

f. Adil

Untuk asas adil maksudnya adalah adanya perlakuan yang sama terhadap

peserta pemilu dan pemilih, tidka adanya pengistimewaan atau diskriminiasi

terhadap peserta atau pemilih tertentu.

nery w
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W Tujuan dari Pemilihan Umum adalah :

=

Melaksanakan kedaulatan rakyat.

no

Tujuan pemilu sebagai perwujudan hak asasi politik rakyat.

w

Untuk memilih wakil-wakil rakyat yang duduk di DPR, DPD dan DPRD,

serta memilih Presiden dan Wakil Presiden.

e

Melaksanakan pergantian personal pemerintahan secara damai, aman, dan

Buenun-Buenun 1IBunouinn exdin ue

tertib (secara konstitusional).

o

Menjamin kesinambungan pembangunan nasional.
Menurut Wahidin (2008:47) Komisi Pemilihan Umum adalah suatu

mbaga yang dipilih dan ditetapkan berdasarkan undang-undang sebagai

umedueggu Siny eA1ey yninjes neje ueibeqes diynbusw Buele|ig

enyelenggara Pemilihan Umum, dimana awal pembentukannya, Komisi

aeous

emilihan Umum merupakan lembaga yang beranggotakan orang-orang yang

onpartisan dan kebanyakan dari kalangan Perguruan Tinggi dan Lembaga

p uBjwn)

wadaya Masyarakat (LSM), Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD)
w»

erupa%an bawahan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) pusat yang berfungsi

uae

ntuk nfenyelenggarakan Pemilihan Umum secara berjenjang.
=

réetentuan yang melahirkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terdapat

-Jaquins geyjncaAus

=]

dalam pj;dsal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Pemilihgh Umum merupakan hasil perubahan ketiga tahun 2001. Pasal 22E ayat
Q

(5) mer@"yatakan bahwa “pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi
=

pemilihgn umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri”. Dalam hal ini, nama

wn
komisi@emilihan umum belum menunjukkan hal yang pasti, namun hal ini

I
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D

njadi dasar bahwa pemerintah terlepas dari KPU yang bertugas

yelenggarakan Pemilu sebagai organ yang mandiri di dalam kinerjanya.

1eg o

| 0

ada perkembangan berikutnya dasar penyelenggara pemilihan umum

aBuaw Buel
Shpuina eydifBieH

©
ur Halam Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 yang berisi tentang

un 16

gos dn
ep

e(_-gmﬁe
Bueggy -6u

yeleﬁggara Pemilihan Umum Undang-Undang ini mengatur tentang

ele%ggara Pemilihan Umum yang secara profesional menjadi satu-satunya

}

a

8S Ne!
>

g mé?npunyai kewenangan dalam hal penyelenggaraan pemilu di tanah air.
(7))

%ugas Komisi Pemilihan Umum adalah menyelenggarakan pemilihan
2

um )&altu pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan anggota DPR dan

%eMex ynun|

)PD, serta DPRD yang dilaksanakan di seluruh tanah air. Kemudian di dalam

erkembangan berikutnya KPU juga menyelenggarakan Pemilu untuk Kepala

uepusumeduermy! Si|

aerah baik tingkat Provinsi maupun Kabupate/Kota, dimana lembaga tersebut
beri nama Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD).

Komisi Pemilihan Umum Daerah berdasarkan Undang-Undang Republik
w»

donesga Nomor 22 Tahun 2007 pasal 22 Tentang Penyelenggara Pemilihan

mum &enyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota dibentuk oleh Komisi Pemilihan
mum ;'ﬁrovinsi, dimana Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tersebut

=]

memilikE'S orang tim seleksi yang berasal dari unsur akademisi, profesional, dan
-t
2]

masyargkat yang memiliki integritas dan tidak menjadi anggota partai politik

Jgguins @e)ingarusw uep ugywny

Q
dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Tim seleksi terdiri dari seorang ketua
s

meranggap anggota, seorang sekertaris merangkap anggota, dan anggota.

nery wisey juredg
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Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan

= ©

rﬁum,IKomisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara Pemilihan
g 9

@J ga ng bersifat Nasional, tetap, dan mandiri.

2 B

EP milihan Kepala Daerah

| W

Eelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Tra C-t:angsung sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016,

Buepfgn-buepun 16

3 ne;eggjmﬁeqas dnynbusw@Gueleim 'L

@D

rupag?in jawaban atas tuntutan pemberian otonomi daerah yang lebih luas.
(7))

c
Q%arena gaerah, sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Negara Kesatuan
éepublﬂ( Indonesia, dalam melakukan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil
;éepala Daerah, yang sudah seharusnya sinkron dengan Pemilihan Presiden dan
=

g\lakil Presiden, yaitu Pemilihan secara langsung.

g Pemilihan Kepala Daerah diselengarakan oleh Komisi Pemilihan Umum.
g

%ugas dan wewenang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016
&

gentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang
@ w»
=

Eenetapgn Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

NN

%entangPemelllhan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Pasal 9

:Jlaquins

un o1

Tugas drig'n wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilihan meliputi:
g. E‘Ienyusun dan menetapkan Peraturan KPU dan pedoman teknis untuk
%tiap tahapan pemilihan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan
gakyat, dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang

wn
Keputusannya bersifat mengikat;

juI

h. Mengkoordinasi dan memantau tahapan Pemilhan;

nery wise
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Melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemilihan;

©

Menerima laporan hasil Pemilihan dari KPU Provinsi dan KPU
QO

gabupaten/Kota;

©

Memfasilitasi pelaksanaan tugas KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
3

dalam melanjutkan tahapan pelaksanaan Pemilihan jika Provinsi,
=

Eabupaten, dan Kota tidak dapat melanjutkan tahapan Pemilihan secara
ﬁérjenjang; dan

(7))

2

Melaksankan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan
Py

éérundang-u ndangan;

Menurut Cakra (2012:31) Pemilihan Umum Kepala Daerah atau yang

lasa disingkat dengan Pemilukada atau Pilkada, adalah Pemilihan Umum untuk

emilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung di Indonesia

eh penduduk daerah setempat yang memenuhi syarat. Pemilihan Umum Kepala

aerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) merupakan instrumen yang sangat

»n

nting%dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan prinsip
mokrﬁsi di daerah, karena disinilah wujud bahwa rakyat sebagai pemegang
=

daula@n menentukan kebijakan kenegaraan. Mengandung arti bahwa kekuasaan

=

tertinggg' untuk mengatur Pemerintahan Negara ada pada rakyat. Melalui
-t

Pemilukgida, rakyat dapat memilih siapa yang menjadi pemimpin dan wakilnya

=4 . :
dalam Rroses penyaluran aspirasi, yang selanjutnya menentukan arah masa depan
=

sebuah Klegara.

wn
Kemudian menurut Gaffar (2012:85) Pemilukada juga memiliki tiga fungsi

I

penting§alam penyelenggaraan Pemerintahan daerah, yaitu:
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Memilih Kepala Daerah sesuai dengan kehendak bersama masyarakat
di dearah sehingga diharapkan dapat memahami dan mewujudkan
kehendak masyarakat di daerah.

Melalui ~ Pemilukada diharapkan pilihan masyarakat di daerah
didasarkan pada visi, misi, program serta kualitas dan integritas calon

Kepala  Daerah, yang sangat menentukan  keberhasilan

Buepun-Buepun 1Bunpuijig e3did xeH

penyelenggaraan Pemerintahan daerah.
Pemilukada merupakan sarana pertanggung jawaban sekaligus sarana

evaluasi dan control secara politik terhadap seorang Kepala Daerah

11Ul siny eAuey ynunjas neje uelbeqges diynbusw Bueseq |
nelry ®sng NN y!lw Bdio ey o

dan kekuatan politik yang menopang.

.8 Sosialisasi

unedue

Menurut Mc Quail (2005;503) dalam berbagai definisi sosialisasi, antara

in sebagai “ pengajaran nilai-nilai dan norma-norma yang dibangun dengan cara

Ep URWINJUBOUD

gmemberi ganjaran dan imbalan simbolik untuk pelbagai jenis perilaku’’.
w

§osialis§si dimaksudkan pula sebagai proses pembelajaran dimana  kita

us

—

s)hempeﬁjari harapan-harapan yang seiring dengan suatu peran atau status tertentu
=

c

aalam r@ésyarakat.

=]
Sosialisasi adalah sebuah proses penanaman atau transfer kebiasaan atau

SI9

nilai daf aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok

atau masyarakat. Sejumlah sosiolog menyebut sosialisasi sebagai teori mengenai
s

peranarg(role theory). Karena dalam proses sosialisasi diajarkan peran-peran yang

wn
harus d§a|ankan oleh individu.

nery wisey j
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)
ni‘"

Berdasarkan jenisnya, sosialisasi dibagi menjadi dua: sosialisasi primer

am {fgeluarga) dan sosialisasi sekunder (dalam masyarakat). Menurut Goffman
QO

-~
La proses tersebut berlangsung dalam institusi total, yaitu tempat tinggal dan

Ruesergy 'L
pun||g.e;d|g°_ie|.|

e

di

pat bekerja. Dalam kedua institusi tersebut, terdapat sejumlah individu dalam

Bmh
W

Si yang sama, terpisah dari masyarakat luas dalam jangka kurun waktu

g

ntufbersama-sama menjalani hidup yang terkukung, dan diatur secara formal.

@s nejeggielbegds dyghusw
-Gu%run 1

Buep.

OSIS@S&SI prlmer

Deter L. Berger dan Lukman mendefinisikan sosialisasi primer sebagai
Py

5|aI|saS| pertama yang dijalani individu semasa kecil dengan belajar menjadi

Bl surge/hex ynuan|

ggota masyarakat (keluarga). Sosialisasi primer berlangsung saat anak berusia

-5 tahun atau anak belum masuk sekolah. Anak mulai mengenal anggota

ueoueuu—edue

eluarga dan lingkungan keluarga. Secara bertahap dia mulai mampu

‘nery exsng NiN Jefem BueA uebunuaday ueyibniaw yepn uedynbuad 'q

‘yejesew nyens uenefui} neje yinuy uesinuad ‘ueJode| ueunsnAuad ‘yeiw| eAiey uesiinuad ‘ueniiuad ‘ueyipipuad uebunuaday ¥njun eAuey uedinbuad e

g

3

Ejhembedakan dirinya dengan orang laindisekitarkeluarganya.

Q.

Q

Q Sosialisasi sekunder

- &

3 Sosialisasi sekunder adalah suatu proses sosialisasi lanjutan setelah setelah
C

= —

§03|alis%i primer yang memperkenalkan individu kedalam kelompok tertentu
(=

aalam 'masyarakat Bentuk-bentuknya adalah resosialisasi dan desosialisasi.

.’3
Dalam i)'roses resosialisasi, seseorang diberi suatu identitas diri yang baru.
-t

2]

Sedang@in dalam proses desosialisasi, seseorang menagalami “pencabutan”
=

identitasdiri yang lama.
s

fipe sosialisasi setiap kelompok masyarakat mempunyai standar dan nilai

wn
yang befbeda. Perbedaan standar dan nilai pun tidak terlepas dari tipe sosialisasi

yuI

yang ad& Ada dua tipe sosialisasi tersebut adalah sebagai berikut:

nery wise
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Formal

Sosialisasi tipe ini terjadi melalui lembaga-lembaga yang berwenang
menurut ketentuan yang berlaku dalam negara, seperti pendidikan di
sekolah dan pendidikan militer.

Sosialisasi Informal

Sosialisasi tipe ini terdapat di masyarakat atau pergaulan yang bersifat

Buepun-Buepun 1Bunpuijig e3did xeH

kekeluargaan, seperti antara teman, sahabat, sesama anggota klub, dan

kelompok-kelompok sosial yang ada di dalam masyarakat.

Aiey yninjas neje ueibeqges diynbusw Buele(q °|
g BYsSNS NIN YF1w ejdioyeq o ®

moe

9 Teo?;ai Peranan

Jika kita membicarakan peranan tertentu tidak lepas dari apa itu peranan,

enurut sihab (2003: 854) peranan adalah bagian yang dimainkan seseorang

ucpduey 1ur s

oB0ua

emain, berusaha bermain baik disemua yang diembankan, tindakan yang

gyuny

ilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.

g Peranan (role) merupakan proses dinamis kedudukan (status). Apabila
%seoraé melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia
?enjalagkan suatu peranan, perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah
é’ntuk k%aentingan ilmu pengietahuan, kedua tidak dapat dipisah-pisahkan karena

=]

yang saEJ tergantung pada yang lain dan sebaliknya.(soekanto,2009:212-213).
éevinson (dalam soekanto 2009:213) mengatakan peranan mencakup tiga
Q

hal, antgfa lain:
=

1. geranan melipiti norma-norma yang di hubungkan dengan posisi atau

wn
tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan
>

I

nery wisey j
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rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam

©
kehidupan bermasyarakat.

QO
-

Beranan merupakan sesuatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh
©

mdividu dalam masyarakat sebagai organisasi.

3

Peranan juga dapat di katakana sebagai prilaku individu yang penting bagi
=

gruktur social masyarakat.

Buepun-ﬁue&un g5unpug|glc\1je;dgg 3eH

&Ierton dalam Raho (2007:67) mengatakan bahwa peranan di definisikan
(7))

bagaigpola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang Yyang
Py

endudiel'ki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran (role-

irgeliexgininjes neje uelbeqes dynbusw buelteyq °|

1S

t). Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-

unadue%u

ubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karna menduduki status-
atus social khusus.

Wirutomo (2008:99-101) mengemukakan pendapat David Berry bahwa

P UB}WNIWROUS

alam peranan yang berhubungan dengan pekerjaan, seseorang di harapkan
w»

enjalagkan kewajiban-kewajibannya yang berhubungan dengan peranan yang di

ue

MncaAus

-

egangrcfya. Peranan didefinisikan sebagai seperangkat harapan-harapan yang
=

JauNsTe

'kenak:'a‘:'n kepada individu yang menempati kedudukan social tertentu. Peranan

=]
ditentuk:g’n oleh norma-norma dalam masyarakat, maksudnya kita diwajibkan

-t

untuk niglakukan hal-hal yang diharapkan masyarakat di dalam pekerjaan Kita, di
Q

dalam kgluarga dan di dalam peranan-peranan yang lain. Selanjutnya di katakan
s

bahwa El dalam peranan terdapat dua macam harapan, yaitu: pertama, harapan-

wn
harapaﬁf{dari masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban-kewajiban dari

I

pemegang peran, dan kedua harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang peran

nery wis
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'?B

t rhadap masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengannya

éa;ém rgenjalankan peranannya atau kewajiban-kewajibannya. Dalam pandangan
c:-isaéld &Berry, peranan-peranan dapat dilihat sebagai bagian dari struktur
‘%%yar&at sehingga struktur masyarakat dapat dilihat sebagai pola-pola peranan
%agg satg'thg berhubungan.

Sls%em Pemilihan Umum

nejenaelb
Buepgj -6

@i Negara yang banyak jumlah kepadatan penduduknya, dan kepadatan
(7))

kerjaa??] dari masyarakat, masyarkat yang beragam/ majemuk, maka hanya
Py

engan C|alan keterwakilan oleh suatu lembaga yang legitimate, hasrat dan

PRl surg.e/hesg.{mmes

epentlngan rakyat itu akan tercapai, tentunya harus melalui meknisme pemelihan

mum, yang prosedur, mekanisme dan tata caranya didasarkan pada peraturan

wousugedue

erundang-undangan.
Dengan pemilu berarti vool up dari kedaulatan rakyat untuk memilih
akil-wakilnya yang akan menjabat dalam legilatif maupun eksekutif. Secara

wn
derhaga tujuan dari pemilu adalah penyaluran kedaulatan rakyat. Tujuan dari

wsliep ueyjwny

qg/(ua

ada pEnyeIenggaraan pemilihan umum (general election) menurut Jimmly

sTeyn

JggWwn

sshldd‘iqle dapat dirumuskan dalam empat bagian yakni:

un:

1. ©ntuk memungkinkan terjadinya pemilihan kepemimpinan pemerintahan

SI9

ot

Secara tertib dan damai.

Q
2. &ntuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili
pentingan rakyat di lembaga perwakilan.

3. Bntuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat.

nery wisey| ;ua(s wEj[n
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4. Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga Negara. Kegiatan

~T O

g % pemilihan umum merupakan salah satu sarana penyaluran hak asasi warga
@ g Negara yang prinsipil.

2E o

€5 o

5 “é Balam rangka pelaksanaan hak asasi warga Negara adalah keharusan bagi
» 3 =

® a5 —

éeﬁmrintah untuk menjamin terlaksananya penyelenggaran pemilu sesuai dengan
& C

3 g =

fadival Retatanegaraan yang telah ditentukan. Sesuai dengan prinsip kedaulatan
c a 190

[72]

%kyat dimana rakyatlah yang berdaulat, semua aspek penyelenggaraan pemilu,
c x

= [

Earus dikkembalikan kepada rakyat untuk menentukannya. Adalah pelanggaran
S e

S 0]

ferhadap hak asasi apabila pemerintah tidak menjamin terselenggaranya pemilhan
3.

gmum, memperlambat penyelenggaraan pemilu tanpa perseteujuan para wakil
Q

makyat.

- y

é’ Agar pemilihan umum terlaksana dengan baik, sesuai dengan arahan dan
=

Q

mekanisme yang ditetapkan dalam undang-undang penyelenggaran pemilu, maka
Q

>

gstem pemilihan umum dilaksanakan dengan mengikuti sistem yang berdasarkan

<
@ 0

Eelazirrﬁn, dalam praktik ketatatanegaraan, sistem pemilu dikenal dua cara sistem

»

[

TN -
gemlllhgn umum yakni:

uey|

:19q

1. gistem perwakilan distrik/ mayoritas (single member constituencies)
é/.ilayah Negara dibagi dalam distrik-distrik pemilhan yang jumlahnya
%ma dengan jumlah anggota lembaga perwakilan rakyat yangdiperlukan
ufntuk dipilih. Setiap daerah pemilihan akan diwakili oleh hanya satu orang
%@ng akan duduk di perwakilan rakyat.

2. gistem perwakilan berimbang, perwakilan proporsional; persentase kursi

A
@ilembaga perwakilan rakyat dibagikan kepada tiap-tiap partai politik,

nery w
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sesuai dengan jumlah persentasi suara yang diperoleh tiap-tiap partai

~ T ©

o .

28 Eplltlk.

$¥ =

Q g

g i Eembagian kursi di badan perwakilan rakyat tergantung kepada berapa

Q 5

%n‘grl h gJara yang di dapat setiap partai politik yang ikut pemilihan umum.Dalam

S 2

Er@d knya di Indonesia, pemilihan umum akhir-akhir ini adalah penggabungan

3¢ B

&ag du& sistem itu. Pemilihan DPD dilaksanakan dengan sistem distrik, yang
@ o

ambllmdarl empat calon terpilih untuk setiap propinsi. Sedangkan untuk

Y ynumos n

Eemilihgm DPR dan DPRD serta Presiden dan wakil Presiden menggunakan
£ e

gistem p?%rwakllan berimbang.

5

f;j Perjalananan mekanisme pemilu yang mengikuti kedua sistem diatas,
épalagi dengan system proporsional. Memerlukan waktu perhitungan yang
(<]

;élmban dan menghabiskan dana yang banyak untuk penyelenggaran hasil
gemilihan umum. Pemilihan umum dilaksanakan dalam waktu yang panjang
éntuk mgmlllh wakil-wakil rakyat. yang akan melaksanakan kepentingan nasional
2

gjatu b;hgsa.

3

gepentlman rakyat ini merupakan representasi kelompok.Yakni konsep seseorang
gtau keémpok orang yang mempunyai kemampuan untuk bicara dan bertindak
atas narélsl suatu kelompok yang lebih besar, sebagaimana yang dikemukakan oleh
Miriam%udiardjo (1987: 175).
211 Tegtang Pemilih Pemula

%,amus Besar Bahasa Indonesia (2008: 1182) mendefinisikan pemilih

sebagaié_:grang yang memilih. Sedangkan pemula (KBBI, 2008: 1050) adalah

A
adalah @grang yang mulai atau mula-mula melakukan sesuatu. Jadi pemilih pemula

nery wr
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dapat diartikan seseorang yang baru memulai atau pertama memilih, memilih

©

m bahasan ini adalah memilih para pejabat publik melalui pemilihan umum
i QO

ilug Secara tingkatan umur pemilih pemula berumur Kisaran 17 — 21 tahun.
©

Dglam Pasal 1 ayat (34) UU No. 7 Tahun 2017 Tentang penyelenggara

L
H

&
e

|||§ eyd

eges dunﬁueu@ueja

e iIihgn Umum, pemilih adalah warga negara Indonesia yang telah genap

(=
edimurz17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah kawin, atau sudah pernah

)
win”.gKemudian dalam Pasal 198 ayat (1 dan 2) UU No. 7 Tahun 2017

2
engatﬁ% bahwa “pemilih yang mempunyai hak memilih adalah warga negara

gs neyzuelb
Bueptin-6uzpun 1Bunpu

I eAuey ynin

donesta yang didaftar oleh penyelenggara pemilu dalam daftar pemilih dan

uars

da hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas)tahun atau lebih

!

au sudah kawin, atau sudah pernah kawin”.

gy edu

Dari pasal-pasal tentang pemilih yang dikutip di atas dapat diambil

geywnjuesu

esimpulan mengenai pengertian pemilin pemula yaitu warga negara yang

@ uep

rdafta[D oleh penyelenggara pemilu dalam daftar pemilih dan baru mengikuti

milih§n umum untuk pertama kalinya sejak pemilu yang diselenggarakan di

nga/(ua

-

donesg"é, dengan rentang usia 17-21 tahun.

-lequingsriey)

Fizrnanzah (2008) sendiri mengartikan “pemilih sebagai semua pihak yang
=]

menjadﬁbiujuan utama para kontestan untuk mereka pengaruhi dan yakinkan agar

menduku:ng kemudian ~memberikan suaranya kepada kontestan yang

bersangghtan”. Dari definisi Firmanzah ini terlihat bahwa pendekatan yang

dilakukéw adalah pendektan dari sisi kontestan pemilu.

Dg!am pemilihan umum pemilih pemula dinilai menjadi pemilih yang

)

strategiﬁdan potensial untuk mendongkrak tingkat partisipasi warga negara.
»

I
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enurut data dari KPU jumlah pemilih pemula cukup besar yaitu sebanyak 20%,

h

?mnggg hak warga negara dalam menggunakan hak pilihnya janganlah sampai
s 2

gdgk be{artl akibat kesalahan-kesalahan yang tidak diharapkan, misalnya jangan
23 o

‘Q_fargp sudah memiliki hak pilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena
v B

gdék terdaftar atau juga masih banyak kesalahan dalam menggunakan hak
cq &

gilhnya-dan lain-lain.

gy <

0@ 0

L D’gamping kendala teknis di atas yang cukup dikawatirkan dari pemilih
c >

gemula“’adalah mengenai sikap politiknya. Pemilih pemula khususnya remaja
>

2 =

@erusw_:l? -18 tahun) mempunyai karakter yang santai, bebas, dan mempunyai

ﬁecenderungan pada hal-hal yang bersifat informal dan kebiasaan mencari

edu

kesenangan semata, implikasinya hal-hal yang tidak menyenangkan akan

2OuUd

dihindari atau dijauhi.
Remaja mudah dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan tertentu, terutama

eh Or?’g‘lg terdekat seperti keluarga, mulai dari orangtua hingga kerabat dan

ngPAus@ uep ueywn

man n:éebaya. Sehingga pilihan politiknya cenderung tidak berdasarkan

1]
smnalﬁas namun ikut-ikutan belaka. Disamping itu, media massa pun turut

qumgyem

mempe@aruhl pilihan-pilihan politik mereka tanpa diimbangi dengan sikap

korektlféatau afirmatif dari informasi lain. Padahal semua informasi yang didapat
dari kelﬁérga maupun teman sebaya belum tentu sesuai gambaran kondisi politik

-

pada sdgt tertentu. Pemilih harus memiliki informasi-informasi alternatif yang
dapat diakses misalnya media massa untuk melakukan komparasi sebelum

wn

k< -g
menentékan pilihannya.

-~

A
Disamping itu secara psikologis pemilih pemula juga rentan. Perilaku

nery wr
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b7

milih mereka masih sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor emosional daripada

©
onakr dan lebih pada pengaruh-pengaruh ekternal. Terkait dengan perilaku
QO

2BreH

BIm ‘1

e iIih;pemuIa berdasarkan atas penelitian menyatakan bahwa anak-anak pada
©

SMU cenderung menyokong calon politik yang sama seperti orangtua
3

eka=Ditambah lagi kecendrungan para remaja yang biasanya akan mudah
-~

abusuwrdBuel

Bipulig eyd

S

1egielbegps di
uepan-6ugRun 16

eng%uh dengan sebayanya. Peer group akan menjadi penentu keputusan

P

a

a2 Ne.

m &rilaku memilih pemilu pemula. Hal ini dikarenakan kelompok sebaya
(7))

2
erupakan salah satu hal yang terpenting dalam penentuan sikap selain media
Py

assa G;én kelompok lembaga sekolah, dan keagamaan (Ahmadi, 1990 dalam

[rgeAiesgynin|

R S|

ukti Sitompul, 2005: 2).

.12 Penelitian Terdahulu

unedue

Penelitian terdahulu merupakan serangkaian penelitian-penelitian yang

lah telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya tentang masalah dan objek

P UBgWNJUBOUD

ermasalahan yang sama, adapun beberapa penelitian terdahulu yang peneliti

uue

: =

®mukaitantara lain:

c ()

§ a.:% Bustamin Abidin. 2014, “Analisis partisipasi politik masyarakat dalam

c =

3 e o . . )

4 ?: pemilihan Kepala Daerah (pilkada) periode 2013-2018 di Desa

3 c
E'Mekarsari Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir”. Hasil dari
= penelitian ini yaitu Rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti
Q
Z;pelaksanaan pemilihan kepala daerah kabupaten indragiri hilir di desa
=
gmekarsari disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: faktor
wn

pendidikan, ekonomi, sosial, dan kepribadian individu dalam

11ek

masyarakat. Perbedaan penelitian ini cenderung melihat keterlibatan

nery wisey j
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\

JJaquuns ueyingaAuaw uep ueywnyuesusaw eduey Ul siny eAiey yninjas neje uelbeqes diynbusw bBuese|iq ‘|

individu secara aktif kedalam proses Pemerintahan atau partsipasi

©
T politik secara menyeluruh.

QO
b;Muhammad Fadhlul Abrar, 2019, “Peran Komisi Pemilihan Umum
©
o Kabupaten Kampar Dalam Meningkatkan partisipasi Masyarakat
3

—Melalui Pendidikan Pemilih Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil

gGubernur Riau Tahun 2018 (Studi kasus Kecamatan Kuok, Kecamatan

Buepun-Buepun 1Bunpuijig e3did xeH

(C/)Salo, dan Kecamatan Bangkinang)”, Hasil dari penelitian ini adalah
(7))

QZKomisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar telah berupaya melakukan
gberbagai macam agenda Sosialisasi dan juga pendidikan pemilih yang
sesuai dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum. Akan tetapi segala
upaya tersebut terkesan dilaksanakan seadanya saja dan belum
terlaksana. Perbedaan, Penelitian ini cenderung meneniliti keterlibatan
masyarakat dalam penyusunan kebijakan atau peraturan, seperti menjadi
penyelenggara pemilihan serta mengenai hak dan kewajiban masyarakat
pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau pada tahun 2018.

c.5*Anuar Paruhuman. 2017, “Implementsi Peraturan Komisi Pemilihan

(] JTWE[S] 3je3}§

‘Umum Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Sosialisasi dan Partisipasi

9AIU

"Masyarakat dalam Pemilu Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Gubernur

A31SI

‘Riau 2013 (Studi Kasus Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau
Kabupaten Bengkalis)”, Hasil dari penelitian yaitu minimnya sosialisasi
pemerintah atau kpu dalam melibatkan partisipasi masyarakat dalam
pemilihan Gubernur Riau tahun 2013 kemudian substansi ide dalam

partisipasi masyarakat kurang tepat dan rendahnya kesadaran

nery wisey juredg uejng jo
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masyarakat untuk ikut berpartisipasi pada pemilihan Gubernur Riau

~T ©

g % Ttahun 2013 tersebut, Perbedaan penelitian ini adalah Pada penelitian
a2 [

tg 9 otersebut penyelengaraannya dilakukan dengan Sosialisai Masyarakat
@ 3 ©

‘é S pada pemilihan Gubernur Riau tahun 2013 di Kabupaten Bengkalis.

= o 3

» c

2.1 Pengertian Partisipasi Politik

ea =

§ g (JE/Ienurut Miriam Budiharjo (2008 : 397) dalam daras-dasar ilmu politik;
g 3

[%a?t|5|pg§| Politik Merupakan kegiatan seseorang dalam partai politik. Partisipasi

litik mencakup semua kegiatan sukarela melalui mana seseorang turut serta
2

Iam @roses pemilihan pemimpin-pimimpin potilik dan turut serta secara

rg.e/hesg.mjm

ngsung atau tidak langsung dalam pembentukan kebijaksanaan umum.

ugedueggun sl|

dikatornya adalah berupa kegiatan individu atau kelompok dan bertujuan ikut

@ous

ktif dalam kehidupan politik, memilih pimpinan publik atau mempengaruhi
ebijakan publik.

Partisipasi politik masyarakat dalam pemilu merupakan wujud dari
w»

mokrgfbsi. Partisipasi politik sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang

ntuk iE;'Jt secara aktif dalam proses penyelenggaraan pemilu, seperti mengikuti

amparfge politik, memberikan suara, dan bekerja dalam suatu pemilihan. Wujud

ns mx;ncg&uaw uep ugsjuwny

d

dari parg|3|pa5| politik masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses
pemilu,zdiantaranya adalah mengikuti kampanye politik, memberikan suara
Q
(mencofﬁreng), dan menjadi panitia pemilihan pada pemuli legislatif.
=

§i negara-negara demokrasi umumnya dianggap bahwa lebih banyak

wn
partisipasi masyarakat, lebih baik. Dalam alam fikiran ini, tinggunya tingkat

yuI

partisipasi menunjukkan bahwa warga mengakui dan memahami masalah politik

nery wise
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'?B

\/(‘jlan ingin melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan itu, tingginya tingkat

é’aglsmgl juga menunjukkan bahwa rezim yang sedang berkuasa memiliki
éegbsahan yang tinggi. Dan sebaliknya, renahnya partisipasi politik di suatu
%@%araﬁdlanggap kurang baik karena menunjukkan rendahnya perhatian warga
E&rgada;ﬁ masalah politik, selain itu rendahnya partisipasi politik juga

unj&kan lemahnya legitimasi dari rezim yang sedang berkuasa. Partisipasi

Shuep®n-6u

agaig’uatu bentuk kegiatan dibedakan atas tiga bagian, yaitu:
(7))

2
Q0

1. PRartisipasi aktif, yaitu kegiatan yang berorientasi pada output dan input
0]
politik. Yang termasuk dalam partisipasi aktif adalah, mengajukan usul
mengenai suatu kebijakan yang dibuat pemerintah, mengajukan Kkritik dan

perbaikan untuk meluruskan kebijakan, membayar pajak dan memilih

pemimpin pemerintahan.

no

Partisipasi pasif, yaitu kegiatan yang hanya berorientasi pada output

politik. Pada masyarakat yang termasuk kedalam jenis partisipasi ini hanya

je3

fmenuruti segala kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan oleh

els]

gemerlntah tanpa mengajukan kritik dan usulan perbaikan.

JJagquuns ueyingaAuaw uep ueywnyuesuaw edue) (Ul sin} eAiey ynin|3g nejegielb
o1

w

§emudian terdapat masyarakat yang menganggap telah terjadi

Pt v

<
genyimpangan sistem politik dari apa yang telah mereka cita-citakan.

ot o
-

Fa@or-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik adalah :

J

1. Kesadaran politik, yaitu kesadaran akan hak dan kewajibannya sebagai

I8} [KS

yyarga negara.
B
2. §epercayaan politik, yaitu sikap dan kepercayaan orang terhadap

A
pemimpinnya.

nery wr
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%0

~T ©
9 =
g 2 l%:erdasarkan dua faktor tersebut, terdapat empat tipe pastisipasi politik
S5 8 x
gagu B
S o
“é-l. Bartisipasi politik aktif jika memilik kesadaran dan kepercayaan politik
g =
2yangtinggi.
=
2. Partisipasi politik apatis jika memiliki kesadaran dan kepercayaan politik
@ o
yangrendah.
-~

3. P;;stisipasi politik pasif jika memiliki kesadaran politik rendah, sedangkan
f%)eperjayaan politiknya tinggi.

4. Partisipasi politik militan radikal jika memiliki kesadaran politik tinggi,
sedangkan kepercayaan politiknya rendah.
Keseluruhan jenis-jenis partisipasi tersebut telah berlaku dan benar adanya

rjadi di lingkungan sosial masyarakat pada saat sekarang ini.

.14 Pegpanan Komisi Pemilihan Umum Dalam Perspektif Islam

ingaAudw uepghieywnjueousw edue) 1ul sin) eAiey ynunjes neje uelbeges diynbu

)
Aganya perintah dalam Qur’an dalam memilih seorang pemimpin dapat

»

ijadik@ pedoman untuk masyarakat dalam menjalankan peran Komisi Pemilihan

weue

q

Bmum ;&alam meningkatkan partisipasi masyarakat. Sejalan perintah Al-Qur’an
Firman éllah dalam surat An-Nisa ayat 59 :

T A el o 5 s 5 e 3 i L
Aé’lnya . “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul-Nya

dan uIiI%mri (pemimpin) diantara kalian”.(Q,S An-Nisa:59)

As

Ayat irﬁ', memberikan penjelasan bahwa wajib hukumnya mentaati ulil amri

(pemimgn), yaitu orang yang mendapatkan mandat atau amanah untuk

nery w
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>

=} =

S

~ Vmemimpin sebuah Negara. Mentaati kepala negara adalah wajib, artinya bahwa
~T ©
éjl)’leglgangkat pemimpin pun wajib hukumnya, karena jika pemimpin tidak ada,
s 2
tF;na&(a kawajlban untuk mentaati pemimpin tidak bisa dilakukan dengan analogi
o3 ©
‘gagurusan mengangkat pemimpin, dan pemilu merupakan sarana untuk
v B
éﬁeﬁqgar@kat pemimpin maka wajib juga hukumnya menyelenggarakan pemilu dan
cq &
Ee@artigpasi dalam pemilu. Maka dari itu peranan dari komisi pemilihan umum
g 3
gaﬁat rﬁeningkatkan partisipasi masyarakat ketika umat muslim mengikuti

‘nery exsng NiN Jefem BueA uebunuaday ueyibniaw yepn uedynbuad 'q

‘yejesew nyens uenefui} neje ynuy uesinuad ‘uelode] ueunsnAuad ‘yeiw| eAiey uesiinuad ‘ueniguad ‘ueyipipuad uebunuaday ¥njun eAuey uedinbuad e
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ynun|

rintalwdari ayat al-Qur’an diatas.
2

15 Kd’nsep Operasional

Konsep adalah abstraksi menganai suatu fenomena yang dirumuskan atas

ucedue) 1ul simxeAie

asar generalisasi dari sejumlah karakteristik, keadaan, kelompok atau individu.

aeous

enggunaan konsep ini diharapkan akan dapat menyederhanakan pemikiran

@y

engan menggunakan salah satu istilah untuk beberapa kejadian yang berkaitan

tu sama lainnya. Sebagaimana uraian pada kerangka pemikiran diatas, penulis
w»

encob% mengkombinasikan konsep dan menurut ketentuan yang berlaku dan

uggep u

MncaAus

ang be&aitan dengan penelitian ini yang menjadi variabel penelitian adalah;
=

ske

:Jlaquin

1. r:(:'omisi Pemilihan Umum adalah suatu lembaga yang di pilih dan di

=]
tetapkan berdasarkan undang-undang sebagai penyelenggara pemilihan

I1SI9

gmum. Komisi pemilihan umum pada penelitian ini ialah KPU Indragiri

sFJO

ranan adalah bagian yang dimainkan seseorang pemain, berusaha
rmain baik disemua yang diembankan, tindakan yang dilakukan oleh

seorang dalam suatu peristiwa.

nery lugsegg ;ug(s upjn
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3. Wewenang adalah apa yang disebut kekuasan formal, kekuasaan yang

©,
berasal dari kekuasaan legislatif (diberi Undang-Undang) atau dari
QO

I?gkuasaan eksekutif/administratif. Wewenang yang dimaksud penelitian

B} d

i adalah wewenang yang dimiliki Komisi Pemilihan Umum Kota

| W

Bekanbaru yang telah diatur dalam Undang-Undang No 10 Tahun 2016.

A

=

Sosialisasi adalah sebuah proses penanaman atau transfer kebiasaan atau
=z

Buepun-6uepun 1Bunpuijig e3did eH

éﬁlai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah

‘nery exsng NiN Jefem BueA uebunuaday ueyibniaw yepn uedynbuad 'q

e

5

Q

3

3

(0]

a

=

=

o

)

s

]

e

8

c »

C > .

= kelompok atau masyarakat yang saling berhubungan.

Q

3 A

T Tabel 2.1

‘5; Konsep operasional

=No | Variabel Indikator Sub.Indikator
(V)

gl. PKPU No 8 Tahun 2017 | 1. Sasaran 1. Masayakat
8 | Tentang Sosialisasi, | Sosialisasi umum
E | Pendidikan Pemilih dan 2. Organlsasl
3 Partisipasi ~ Masyarakat 3 Qear?i/?irha 2tmula
5 Dalam Pemilihan ' P
3 G(gbernur dan  Wakil

2 Gubernur, Bupati dan

€ | Wakil Bupati dan Wali

5 | Kbta dan Wakil Wali q | 1. Komunikasi
© I&)ta. 2. Metode sosialisasi tatap muka
= e 2. Bahan

3 sosialisasi

3. Media massa

‘nery e)sng NN uizi edue) undede ynjuaq wejep 1ul sin} eA1ey yninjas neje ueibeqes yeAuequadwaw uep ueyjwnwnbusw Buele|iq 'z

Sumberz PKPU No. 8 tahun 2017
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.16 Kerangka Pemilkiran
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Hak O_Em m___=a®m_ Undang-Undang
1. DilarangEmengiitip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan mcacm_,
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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g ; T METODE PENELITIAN

%E Eénis penelitian adalah penjelasan mengenai berbagai komponen yang

cé‘k‘éi*n d%unakan penulis serta kegiatan yang akan dilakukan selama proses

E;e%elit%n secara praktis (Martono, 2012). Jenis penelitian yang digunakan dalam
E]

Eé%liti;j] ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Moleong (dalam

%agrowicfz.’ZOOS) Mengemukakan bahwa penelitian kualitatif antara lain bersifat

éeskrip%f, data yang dikumpulkan lebih banyak berupa kata-kata atau gambar dari

3

éada argjka-angka. Sedangkan menurut Sugiyono (2014:174) kualitatif adalah

éalah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan

gtau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.

§.1 Lokasi Penelitian

g Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi penelitian di Komisi

gemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir dan Desa Sungai Terab. Dengan

\glasan émilihan lokasi ini yaitu karena peneliti menguasai lokasi ataupun tempat

%ang ir@in diteliti. Selanjutnya, alasan dari pengambilan lokasi penelitian ini

=
rena #¥&ndahnya tingkat partisipasi masyarakat pada pemilihan Gubernur dan
e

ZJG%UI"IS

Wakil (%Jbernur periode 2018-2023.
3.2 Jemié dan Sumber Data
1. &ata Primer
A:—Xdalah data yang di peroleh langsung dari sumber asli melalui Pertanyaan-

N
‘ertanyaan atau wawancara langsung (face to face yang ditujukan kepada

x

Key—informan dan pemantauan terhadap lokasi penelitian.

nery wise
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Data Sekunder

Bata sekunder yaitu data pendukung yang diperoleh secara tidak langsung
el’;lri pihak pertama, melalaui dokumen, monografi, laporan-laporan,
fiteratur-literatur dan lampiran data yang lain dapat mendukung dan
éenjelaskan permasalahan dalam penelitian ini diantaranya :

a. Undang-undang No mor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

b. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang

Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan

Wakil Wali Kota Tahun 2018

. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 Tentang

Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota

3.3 Infdg'"man Penelitian

Key informen adalah narasumber, subjek atau orang yang paling

menget%?ui mengenai objek yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini pihak yang

dianggaﬁ_ relevan dalam memberikan informasi. key informen yaitu :
-~

nery wisey|
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Tabel 3.1
ook B Informan Penelitian
. =
Bl O Is
3 N&| Uraian Jumlah
£/ 3 =| Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir | 2 orang
5| @ £| Kefua Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir 1 orang
8 E Q. Segdes Desa Sungai Terab 1 orang
g 3 Masyarakat Sungai Terab 5 orang
& 3 Jumlah 9 orang
Sugnber= Data olahan tahun 2022
T8 =
)
. §e‘aangrgan informan adalah narasumber atau orang yang memiliki informasi
£ »
§anyak derkait dengan objek yang sedang diteliti yaitu, masyarakat Desa Sungai
3 A
Ferab. o
= =
2]
3.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data dan informasi lengkap maka digunakan

knik pengumpulan data yang meliputi keterkaitan data terhadap fokus

ugpuaw edue

nelitian. Dalam hal ini pengambilan data dikumpulkan dengan cara sebagai

g

Ee

Q.

Beikut:

3

s o .

§ 1. DObservasi (pengamatan)

c ()

g :T Observasi Yaitu suatu teknik Pengumpulan data dengancara terjun
e E

% dangsung kelokasi penelitian. Menurut Nasution (dalam Sugiyono;2015

un

=64) Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuan hanya
)

%apat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan
<
Q
yang diperoleh melalui observasi.
o
2. Wawancara

Wawancara Yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan

engajukan pertanyaan-pertanyaan kepada informan. Menurut Esterberg

nery wisedgjrredg u
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ofi

(dalam sugiyono;2015 :72) Wawancara adalah merupakan pertemuan dua

©
-orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga
QO

-
«lapat di konstuksikan makna dalam suatu topik tertentu.
©

3. dDokumentasi

Dokumentasi Yaitu teknik pengumpulan data dengan kegiatan

NgN A1 w

engumpulkan dan menyusun data pada penelitian ini dalam bentuk foto,

Buepun-Buepun 1Bunpuijig e3did xeH

ﬁambar dan lain-lain yang dibutuhkan dan berkaitan dengan penelitian.
(7))

Q;Eoto-foto tersebut digunakan sebagai informasi tambahan yang
Py

ghenunjukkan keadaan yang sebenarnya.

pau sin} eAey ynunjas neje ueibeqges diynbusw buese|qg -

.5 Teknik Analisis Data

Untuk menerangkan hasil penelitian perlu adanya teknis analisis data yang

eousw edue

ertujuan umtuk menjawab rumusan masalah penelitian, maka penelitian yang
an dilakukan nantinya akan menggunakan model interaktif dari miles dan

uberman yaitu analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung,

UZD uegunju

(o =101]

an set(%hh selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Menurut Miles and

uberm:én (dalam Sugiyono;2015:91) Bahwa aktivitas dalam analisis data

uexgngaA

I?ualitatﬁ dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai

qui

funtas, §Ehingga data datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu
reduksi data, data dispalay, kesimpulan/verifikasi.

3.6 Penﬁujian Keabsahan Data
Q

éhengujian keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan melalui uji
terhadag kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian, yaitu
dengan“geknik trigulasi. Penelitian kualitatif bersifat interperatif (menggunakan
penafsir;iw) yang melibatkan banyak metode dalam menelaah masalah

.o
penelitiannya.

nery
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BAB IV
©
T GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
QO

Hi |I£ Sejarah dan Profil Kabupaten Indragiri
Lgptuk melihat latar belakang sejarah berdirinya Kabupaten Indragiri Hilir

gaisalah satu daerah otonom dapat ditinjau dalam dua periode, yaitu periode
-~

eluntkemerdekaan dan periode sesudah kemerdekaan Republik Indonesia.
=

1 Péﬁlode Sebelum Kemerdekaan Republik Indonesia

Keﬁ‘éj aan Keritang

Py
Kerajaan ini didirikan sekitar awal abad ke-6 yang berlokasi di wilayah
=

Kecamatan Keritang sekarang. Seni budayanya banyak dipengaruhi oleh
agama Hindu, sebagaimana terlihat pada arsitektur bangunan istana yang
terkenal dengan sebutan Puri Tujuh (Pintu Tujuh) atau Kedaton Gunung

Tujuh. Peninggalan kerajaan ini yang masih dapat dilihat hanya berupa

puing-puing.
w»

- . -
Ke%ajaan Kemuning
.

%erajaan Kemuning didirikan oleh Raja Singapura ke-V, Raja Sampu atau
=

Raja Iskandarsyah Zulkarnain atau Prameswara. Tahun 1231 diangkat
c

seo:’gang raja muda yang bergelar Datuk Setiadiraja. Letak kerajaan ini
)

dipﬁrkirakan berada di Desa Kemuning Tua dan Desa Kemuning Muda. Bukti
<
Q

per@pggalan kerajaan berupa selembar besluit dengan cap stempel kerajaan,

=
berflera dan pedang kerajaan.

nery wisey jrredg u
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Kerajaan Batin Enam Suku

©
Bada tahun 1260, di daerah Indragiri Hilir bagian utara, yaitu di daerah

QO
Gaui’;]g Anak Serka, Batang Tuaka, Mandah dan Guntung dikuasai oleh raja-

raj%kecil bekas penguasa kerajaan Bintan, yang karena perpecahan sebagian
me;%/ebar ke daerah tersebut. Di antaranya terdapat Enam Batin (Kepala
Sukgl) yang terkenal dengan sebutan Batin Nan Enam Suku, yakni:

a) Suku Raja Asal di daerah Gaung.

b) Suku Raja Rubiah di daerah Gaung.

c) Suku Nek Gewang di daerah Anak Serka.

nely eysng

d) Suku Raja Mafait di daerah Guntung.

e) Suku Datuk Kelambai di daerah Mandah.

f) Suku Datuk Miskin di daerah Batang Tuaka.
Kerajaan Indragiri

Kerajaan Indragiri diperkirakan berdiri tahun 1298 dengan raja pertama
w»

bergelar Raja Merlang | berkedudukan di Malaka. Demikian pula dengan
perﬁgantinya Raja Narasinga | dan Raja Merlang Il, tetap berkedudukan di
=

Maféka, sedangkan untuk urusan sehari-hari dilaksanakan oleh Datuk Patih

=]
ata%' Perdana Menteri. pada tahun 1473, sewaktu Raja Narasinga Il yang

-t

bergelar Paduka Maulana Sri Sultan Alauddin Iskandarsyah Johan Zirullah
Q

Fil Alam (Sultan Indragiri 1V), beliau menetap di ibu kota kerajaan yang
s

berfpkasi di Pekan Tua sekarang.

wn

§Pada tahun 1815, dibawah Sultan Ibrahim, ibu kota kerajaan dipindahkan

I

=5
ke Rengat. dalam masa pemerintahan Sultan Ibrahim ini, Belanda mulai
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campur tangan terhadap kerajaan dengan mengangkat Sultan Muda yang
ber@dudukan di Peranap dengan batas wilayah ke Hilir sampai dengan batas

Q)

Japzdra Selanjutnya, pada masa pemerintahan Sultan Isa, berdatanganlah
ora:;g - orang dari suku Banjar dan suku Bugis sebagai akibat kurang
am?ﬂnya daerah asal mereka. Khusus untuk suku Banjar, perpindahannya
akl%t dihapuskannya Kerajaan Banjar oleh Gubernement pada tahun 1859
sehﬁgga terjadi peperangan sampai tahun 1863.

»
Mz;!;a penjajahan Belanda

é' Dengan adanya tractaat Van Vrindchaap (perjanjian perdamaian dan
persahabatan) tanggal 27 September 1938 antara Kerajaan Indragiri dengan
Belanda, maka Kesultanan Indragiri menjadi Zelfbestuur. berdasarkan
ketentuan tersebut, di wilayah Indragiri Hilir ditempatkan seorang
Controlleur yang membawahi 6 daerah keamiran, yaitu:
Amir Tembilahan di Tembilahan.
Amir Batang Tuaka di Sungai Luar.
Amir Tempuling di Sungai Salak.
Amir Mandah dan Gaung di Khairiah Mandah.
Amir Enok di Enok.

Amir Reteh di Kotabaru

0 AQISIIATUNDTWRIS] 9IS o

Gontrolleur memegang wewenang semua jawatan, bahkan juga menjadi
=

hakim @ pengadilan wilayah ini sehingga Zelfbestuur Kerajaan Indragiri terus

wn
dipersempit sampai dengan masuknya Jepang tahun 1942.
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%

%0

Masa pendudukan Jepang

é@): Balatentara Jepang memasuki Indragiri Hilir pada tanggal 31 Maret
1942 melalui Singapura terus ke Rengat. Tanggal 2 April 1942 Jepang
me%erima penyerahan tanpa syarat dari pihak Belanda yang waktu itu
d|b§Wah Controlleur K. Ehling. Sebelum tentara Jepang mendarat untuk

per%ma kalinya di daerah ini dikumandangkan lagu Indonesia Raya yang

Buepun-6uepun 1Bunpuiig e3dio yeH

dlpgioporl oleh Ibnu Abbas.

Pada masa pendudukan Jepang ini Indragiri Hilir dikepalai oleh

g B)S

seotang Cun Cho yang berkedudukan di Tembilahan dengan membawahi 5
Ku Cho, yaitu:

a) Ku Cho Tembilahan dan Tempuling di Tembilahan.

b) Ku Cho Sungai Luar.

a) Ku Cho Enok.

b) Ku Cho Reteh.

w»

%) Ku Cho Mandah.

§emerintahan Jepang di Indragiri Hilir sampai bulan Oktober 1945 selama

Jggwns ueyingakuaw uep ueywnyuesuaw edue) 1ul sin} eAiey yninjas neje uelbeqes diynbusw buese|iq “|

b|h kchr:ang 3,5 tahun.

4.1.2 Peerlode Setelah Berdirinya Indonesia

SI9

Pada awal kemerdekaan Indonesia, Indragiri (Hulu dan Hilir) masih

0 A

merupakan satu kabupaten. Kabupaten Indragiri ini terdiri atas 3 kewedanaan,
s

yaitu Igewedanaan Kuantan Singingi dengan ibu kotanya Teluk Kuantan,

wn
Kewedahaan Indragiri Hulu dengan ibu kotanya Rengat dan Kewedanaan

yuI

IndragirRHilir dengan ibu kotanya Tembilahan.
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%0

wedanaan Indragiri Hilir membawahi 6 wilayah yaitu:

~T ©

gi #) Wilayah Tempuling/Tembilahan.

% x

@ g &) Wilayah Enok.

2E o

‘gé @) Wilayah Gaung Anak Serka.

25 3

© 2 P) Wilayah Mandah/Kateman.

22 |a

ig g) Wilayah Kuala Indragiri.

v 5

8 . ﬁ) Wilayah Reteh

c »

C

= gerkembangan tata pemerintahan selanjutnya, menjadikan Indragiri Hilir
Q

3 A

éipecahgmenjadi dua kewedanaan masing-masing:

=

%1.3 Pemekaran Kabupaten Indragiri

=)

©

% Merasa persyaratan administrasinya terpenuhi maka masyarakat Indragiri
=2

glilir memohon kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Riau, agar
c

3

Indragiri Hilir dimekarkan menjadi kabupaten Daerah Tingkat Il yang berdiri
Q.

g’endiri (otonom).

w»
%etelah melalui penelitian, baik oleh Gubernur maupun Departemen

alam El'egeri, maka pemekaran diawali dengan dikeluarkannya Surat Keputusan
=

Jgpuins @eyIngaAus

uberng’:f Kepala Daerah Tingkat | Riau (Provinsi Riau) tanggal 27 April 1965

=]
nomor %2/5/1965 sebagai Daerah Persiapan Kabupaten Indragiri Hilir.

»

KPada tanggal 14 Juni 1965 dikeluarkanlah Undang-undang nomor 6 tahun

(0]

1965 Lembaran Negara Republik Indonesia no. 49, maka Daerah Persiapan
s

Kabupa&n Indragiri Hilir resmi dimekarkan menjadi Kabupaten Daerah Tingkat
wn

Il Indra§iri Hilir (sekarang Kabupaten Indragiri Hilir) yang berdiri sendiri, yang

pelaksagaannya terhitung tanggal 20 November 1965.
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SumbeE: Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hilir 2022

- T
® g i I%bupaten Indragiri Hilir (Inhil) tesmi menjadi daerah tingkat 1l
o2
3 T
% §e@iasai’f<an Undang-Undang nomor 6 Tahun 1965 (LN RI No 49), Daerah ini
B @rﬁetakfbll bagian selatan Provinsi Riau dengan luas wilayah 18.812,97 Km yang
8 5@
2 1?rglrl dari daratan 11.605,97 Km dan perairan 7.207 Km (perubahan umum 889
= deritny
ég(rﬂ dan”laut 6.318 Km) dalam posisi 0,36 Lintang Utara, 1,07 Lintang Selatan,
= 2 5
2 %O@',lo Bujur Timur, 102,30 Bujur Timur.
209 O
é % Pntuk mengetahui jarak dan nama-nama Kecamatan dan lbukota
=) M= >
=0
ggecamé;gn di Kabupaten Indragiri Hilir dapat dilihat pada tabel berikut ini:
i s Tabel 2.1 : Nama-Nama Kecamatan dan Jarak dari Ibukota Kabupaten ke
e = Ibukota Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir
@ N
= Ibukota Jarak dari Ibukota Kabupaten ke
5 Kecamatan Kecamatan Ibukota Kecamatan (km)
3 @) 2) 3)
= SKeritang Kotabaru Reteh 53,8
8 5Kemuning Selensen 85,0
§ bReteh Pulau Kijang 41,7
S BSungai Batang Benteng 37,4
g. Enok Enok 21,4
= ZTanahMerah Kuala Enok 34,0
® BKuala gndragiri Sapat 17,5
= ”xConcon’g Concong Luar 54,3
3 L Tembifahan Tembilahan Hilir | 0,9
= BTembifahan Hulu Tembilahan Hulu | 2,6
K LT’Tempugimg Sungai Salak 29,7
S | Kempas Harapan Tani 45,3
8 | BatangTuaka Sungai Piring 15,4
S | Gaung-Anak Serka Teluk Pinang 26,8
g | Gaung® Kuala Lahang 34,0
2 | Mandah Khairiah Mandah | 49,6
> | Kateman Tagaraja 83,9
& | Pelangiran Pelangiran 60,0
%ﬁ Teluk;ﬁelengkong Saka Rotan 90,0
§ Pulau‘Burung Pulau Burung 92,0
2]
5
c
3
V)
4
QO
=
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Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa kabupaten Indragiri hilir terdiri

= ©
B Ei 20-kecamatan. Adapun batas-batas wilayah kabupaten Indragiri hilir adalah
Selagaiderikut :
sz o
3 é Sebelah Utara : Kabupaten Pelalawan
25 13
% 2  Sebelah Selatan . Kabupaten Tanjung Jabung Barat
= -~
52 Sebelah Barat : Kabupaten Indragiri Hulu
58 <
(<=
g . g’ebelah Timur : Kabupaten Tanjung Balai Karimun
c »
C
= ;(?_abupaten Indragiri hilir sangat di pengaruhi oleh pasang surut air
Q
3 A
émgai/@:arit, dimana sarana perhubungan yang dominan untuk menjangkau daerah
=
gatu dengan daerah lainnya adalah melalui sungai/ parit-parit dengan

=)
©
&enggunakan speed bot ataupun pompong dan perahu.
(]
=2
g Untuk mengetahui lebih jelas mengenai sungai-sungai yang ada di
c
g'abupaten Indragiri hilir dapat dilihat pada table dibawah ini :
Q.
§Tabel 4.2 : Sungai-sungai yang Melintasi Kecamatan di Kabupaten
o » Indragiri Hilir
Nama Sungai Melintasi Kecamatan
1) )
= 5 Tempuling
3 2 Sungai Indragiri Tembilahan
o & Kuala Indragiri
i = Sungai Gaung Gaung
= Gaung Anak Serka
% Sungai Anak Serka Gaung Anak Serka
< Batang Tuaka
2. Sungai Guntung Kateman
4 Teluk Belengkong
= Sungai Danai Pulau Burung
5 Sungai Kateman Kateman
< Pelangiran
= Sungai Batang Tuaka Batang Tuaka
Sungai Enok Enok
Sungai Gangsal Reteh
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enyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia, yakni meliputi Pemilihan

mum Anggota DPR/DPD/DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil

ueguaw

residen, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

>
\ Jﬁ
=00 .
vV Keritang
~ T © Sungai Keritang Kemuning
z g,_; T Keritang
$88% >  SungaiReteh Reteh
=4 g_g o Sungai Terab Reteh
©
% §S§mbezr: Badan Pusat Statistik (BPS) Kab. Indragiri Hilir 2022
o S a
2% c 3
3 §§Berctasarkan table diatas, diketahui bahwa di Kabupaten Indragiri Hilir
2385 x
& Q @
‘% tergapatd3 sungai yang terbesar di beberaoa Kecamatan.
= QO % =z
5 )
§ g@ Kgmisi Pemilihan Umum (KPU) Indragiri Hilir
=29 € »
§ #2.1 Sgjarah Komisi Pemilihan Umum
= x
§s23 X .
= 2 Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga negara yang
S8 m
=
zZ
3B
3
&
Y
S

e

belum Pemilu 2004, KPU dapat terdiri dari anggota-anggota yang merupakan

Qep u

nggota sebuah partai politik, namun setelah dikeluarkannya UU No. 4/2000 pada

Ingagfusw

w»
hun 2000, maka diharuskan bahwa anggota KPU adalah non-partisan.49 B.
()

Batar B§lakang Secara institusional, KPU yang ada sekarang merupakan KPU
=
Betiga yang dibentuk setelah Pemilu demokratis sejak reformasi 1998. KPU
> ¢

pertam£(1999-2001) dibentuk dengan Keppres No 16 Tahun 1999 yang berisikan
)

ns

19

53 orarz’g anggota yang berasal dari unsur pemerintah dan Partai Politik dan
dilantikableh Presiden BJ Habibie. KPU kedua (2001-2007) dibentuk dengan
Keppreg—'No 10 Tahun 2001 yang berisikan 11 orang anggota yang berasal dari
unsur ag)ademis dan LSM dan dilantik oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus

Dur) pa% tanggal 11 April 2001. KPU ketiga (2007-2012) dibentuk berdasarkan
%)
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)

B0id

eppres No 101/P/2007 yang berisikan 7 orang anggota yang berasal dari anggota

c:;\l)lFEj:;I:J Prgvma akademisi, peneliti dan birokrat dilantik tanggal 23 Oktober 2007
%éus Syamsulbahrl yang urung dilantik Presiden karena masalah hukum.

‘cég Entuk menghadapi pelaksanaan Pemilihan Umum 2009, image KPU harus
g8

gug)ah iehlngga KPU dapat berfungsi secara efektif dan mampu memfasilitasi
Eeiéksa&aan Pemilu yang jujur dan adil. Terlaksananya Pemilu yang jujur dan adil
gr‘éebuf_j’merupakan faktor penting bagi terpilihnya wakil rakyat yang lebih
= »

E[)erkuali;!;as, dan mampu menyuarakan aspirasi rakyat. Sebagai anggota KPU,
>

D

g]tegritg? moral sebagai pelaksana pemilu sangat penting, selain menjadi motor

S]]

éenggerak KPU juga membuat KPU lebih kredibel di mata masyarakat karena

ucedu

idukung oleh personal yang jujur dan adil.
Tepat 3 (tiga) tahun setelah berakhirnya penyelenggaraan Pemilu 2004,

uncul pemikiran di kalangan pemerintah dan DPR untuk meningkatkan kualitas

UB{LINJUBOUD

emilihan umum, salah satunya kualitas penyelenggara Pemilu. Sebagai
w»

nyelegggara pemilu, KPU dituntut independen dan non-partisan. Untuk itu atas

uxnep

x;nc%/(ua

sul inﬁatif DPR-RI menyusun dan bersama pemerintah mensyahkan Undang-

sqge

dang”Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu. Sebelumnya

ngn

keberadrigan penyelenggara Pemilu terdapat dalam Pasal 22-E Undang-undang
Dasar fﬁhun 1945 dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu
DPR, D::'ﬁD dan DPRD, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilu
Preside@: dan Wakil Presiden.

wn
Palam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara

yuI

Pemilu ®iatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang dilaksanakan oleh

nery wise



AV VYSAS NIN

‘nery e)sng NN uizi edue) undede ynjuaq wejep 1ul sin} eAiey yninias neje ueibeqes yeAueqiadwaw uep uejwnwnbusw Buele|iq 'z

>

o,

h

‘nery exsng NiN Jefem BueA uebunuaday ueyibniaw yepn uedynbuad 'q

‘yejesew nyens uenefui} neje ynuy uesinuad ‘uelode] ueunsnAuad ‘yeiw| eAiey uesiinuad ‘ueniguad ‘ueyipipuad uebunuaday ¥njun eAuey uedinbuad e

%n

HI
\/S‘Latu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
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)

£

giiét n%onal mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU
tge%gaigpenyelenggara Pemilihan Umum mencakup seluruh wilayah Negara
%egatua% Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukkan KPU sebagai lembaga
g8

gagg m%]jalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa
%%tan gtertentu. Sifat mandiri menegaskan KPU dalam menyelenggarakan
ée‘?nilihgh Umum bebas dari pengaruh pihak mana pun. Perubahan penting dalam
= »

:ﬁ)wdanggndang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, meliputi
égngat@én mengenai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum Anggota Dewan
éérwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
5

é)aerah; Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; serta Pemilihan Umum
3

gepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya diatur dalam beberapa

wn

geraturan perundang-undangan kemudian disempurnakan dalam 1 (satu) undang-

ep

gndang secara lebih komprehensif.

@ w»

= -

§ %alam undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara
C

Bemilu nfd}iatur mengenai KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai
€ 5

%mbaga:;penyelenggara pemilihan umum yang permanen dan Bawaslu sebagai
5 c

iémbagalipengawas Pemilu. KPU dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab
sesuali é}gngan peraturan perundang-undangan serta dalam hal penyelenggaraan
seluruhéiahapan pemilihan umum dan tugas lainnya. KPU memberikan laporan
Presideﬁ; kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

EJ)ndang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu
juga m;itggatur kedudukan panitia pemilihan yang meliputi PPK, PPS, KPPS dan
PPLN :?Trta KPPSLN yang merupakan penyelenggara Pemilihan Umum yang

nery wr
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i

\/l?ersﬁat ad hoc. Panitia tersebut mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan

©
ua iahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum dalam rangka mengawal

fegeseng L
S1d10 3eH

UJua'nya Pemilihan Umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan

Baow
o

alam rangka mewujudkan KPU dan Bawaslu yang memiliki integritas

ebeqgas dijn
epunBuepun !5ur§m!uagzd!

af kre

|r9>11|l@ ejdio

b|||tas sebagai Penyelenggara Pemilu, disusun dan ditetapkan Kode Etik

meje u

fioe

e yele&ggara Pemilu. Agar Kode Etik Penyelenggara Pemilu dapat diterapkan

mnjes

alam ;K’enyelenggaraan Pemilihan Umum, dibentuk Dewan Kehormatan KPU,
Q0

PU P@vinsi dan Bawaslu. Di dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003

41N} BB Y

entang Pemilu DPR, DPD dan DPRD, jumlah anggota KPU adalah 11 orang.

dye) 1u

engan diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang

JuPW e

enyelenggara Pemilu, jumlah anggota KPU berkurang menjadi 7 orang.

amjue

engurangan jumlah anggota KPU dari 11 orang menjadi 7 orang tidak mengubah

9P uey

cara mendasar pembagian tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban KPU dalam
erenciﬁakan dan melaksanakan tahap-tahap, jadwal dan mekanisme Pemilu

PR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden/Wakil Presiden dan Pemilu Kepala Daerah

~
an Wakil Kepala Daerah.

-Jequms ueggngaAopuu u

n?>

Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara

<
)

Pemilu,e komposisi keanggotaan KPU harus memperhatikan keterwakilan
<

perempgan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen). Masa keanggotaan KPU
9]

5 (Iima%tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji.Penyelenggara Pemilu
=~

berpedggnan kepada asas : mandiri; jujur; adil; kepastian hukum; tertib

penyele%ggara Pemilu; kepentingan umum; keterbukaan; proporsionalitas;
A

V)
profesiohalitas; akuntabilitas; efisiensi dan efektivitas.Cara pemilihan calon
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(==

0
\/gnggota KPU-menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang

- T @
;_!)’eﬁyelemggara Pemilu-adalah Presiden membentuk Panitia Tim Seleksi calon
38 =
tgng_gotaoKPU tanggal 25 Mei 2007 yang terdiri dari lima orang yang membantu
o 2 ©
‘E@ldem menetapkan calon anggota KPU yang kemudian diajukan kepada Dewan
v B
geﬁwakﬁén Rakyat untuk mengikuti fit and proper test. Sesuai dengan bunyi Pasal
Q @
§3n§ayat§(3) Undang-undang NO 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu,
g 3
glﬁ Sef_§k3| Calon Anggota KPU pada tanggal 9 Juli 2007 telah menerima 545
c
%rang pvendaftar yang berminat menjadi calon anggota KPU. Dari 545 orang
Q
2
éendaft&* 270 orang lolos seleksi administratif untuk mengikuti tes tertulis. Dari
7
270 orang calon yang lolos tes administratif, 45 orang bakal calon anggota KPU
=)
©
g)los tes tertulis dan rekam jejak yang diumumkan tanggal 31 Juli 2007.
gz 2 Visi dan Misi KPU Kabupaten Indragiri Hilir
7
a VISI
>
Q/Ienjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional, dan
5 2
?Eéerinteglritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL
) o
-
3 e
§ C
3 5 MISI
<
1. Me@ngkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu yang efektif dan efisien,

tran‘@oaran akuntabel, serta aksesibel;

no

Mem_ngkatkan integritas, kemandirian, kompetensi dan profesionalisme
=
pen@glenggara Pemilu dengan mengukuhkan code of conduct penyelenggara

<
o4
Peniilu;
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Menyusun regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum,

©
roggsif, dan partisipatif;

e

Memngkatkan kualitas pelayanan Pemilu untuk seluruh pemangku
©

kepentlngan

3

rt'tngkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu, Pemilih

un 16unpuijg eydi

6ue§

er(%ulat Negara kuat;

Buepgn

r@optlmalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam
penyelenggaraan Pemilu.
py
2 3 Struktur Organisasi KPU Kabupaten Indragiri Hilir

Struktur Organisasi KPU Kabupaten Indragiri Hilir Periode 2019-2024

dalah sebagai berikut

Giad ‘uenijpuad ‘ueyipipuad uebunuadaey ynjun eAuey uediynbuad ‘e

(]
)
ND Nama Jabatan Divisi
815 | H. Herdian Asmi, SH., | Ketua Komisi Pemilihan | Divisi Keuangan
§§ M.H Umum Kabupaten | Umum, Logistik dan
S o Indragiri Hilir Rumah Tangga
2; Nahrawi, S.Ag Anggota Komisi | Divisi Teknis
V) g 3
_:r;g o Pemilihan Umum | Penyelenggaraan
B S = Kabupaten Indragiri
= c i
e = — Hilir
mg3§ Hj. Hasni Novriana, S.E., | Anggota Komisi | Divisi Sosialisasi,
55 | MS Pemilihan Umum | Pendidikan ~ Pemilih,
§§ 'c’: Kabupaten Indragiri | Partisipasi
8 5 Hilir Masyarakat,dan SDM
"34 ZulKifli, S.Pt Anggota Komisi | Divisi  Perencanaan,
2 Pemilihan Umum | Data dan Informasi
o Kabupaten Indragiri
= oy
= Hilir
5 Syamsul Anggota Komisi | Divisi  Hukum dan
5 Pemilihan Umum | Pengawasan
= Kabupaten  Indragiri
=] -
El Hilir
S
2]
5
c
3
V)
&
QO
=
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a.c Menyusun dan menetapkan Peraturan KPU dan pedoman teknis untuk

setiap tahapan pemilihan setelah berkonsultasi dengan Dewan

Perwakilan Rakyat, dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat

yang keputusannya bersifat mengikat;

S £
= il
M No Nama Jabatan
+ z| Drs H. Hamsani Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
P23 EE Indragiri Hilir
29 g B| Hati Cahyono, S.E Kepala Sub. Bagian Keuangan, umum dan logistik
g E ‘5 2| Rianty Subina, S.E Kepala Sub. Bagian Teknis penyelenggara pemilu,
8883 © partisipasi dan humas
= 3 gg Hésnie, S.E Kepala Sub. Bagian Perencanaan, data dan
220 e B informasi
3 §§ = Kepala Sub. Bagian hukum dan sumber daya
SHSEl o manusia
8 3 Suinber> KPUD Inhil Tahun 2022
§2Lé o
¢ 3 424 Fugas dan kewenangan
g_ (7))
@ -
5 ugas o%n wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilihan meliputi:
<
§ =y
3
S,
)
c
zZ
(7))
3
&
Y
S

b. Mengkoordinasi dan memantau tahapan Pemilhan;

c. Melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemilihan;

9p]
—_

d.%Menerima laporan hasil Pemilihan dari KPU Provinsi dan KPU

I

;T Kabupaten/Kota;

JIU

€. Memfasilitasi

JAIU

A31SI

f.

S uejng jo

11ek

nery wisey j

pelaksanaan tugas KPU Provinsi dan KPU
<'Kabupaten/Kota dalam melanjutkan tahapan pelaksanaan Pemilihan jika
“Provinsi, Kabupaten, dan Kota tidak dapat melanjutkan tahapan
Pemilihan secara berjenjang; dam

Melaksankan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan

perundang-undangan;
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BAB VI
r ©
x T PENUTUP
(2]
T o
1y =
=) (2)
EKesimpulan
a -
“E;Beraj’asarkan hasil observasi dan wawancara yang telah penulis lakukan maka
=
Q.
2da pé& disimpulkan bahwa :
& C
§1. Metode Sosialisasi yang digunakan pada saat pemilihan PILGUB kemarin
@ o
fengan metode forum warga tidak jalankan. Sosialisasi selanjutnya
=
Q
menggunakan metode komunikasi tatap muka biasanya mengundang
=
fahasiswa-mahasiswa dari perwakilan organisasi kemahasiswaan. Bahan
sosialisai biasanya menggunakan baliho.
2. Sasaran sosialisasi, pelaksanaan sosialisasi tidak semua sasaran sosialisasi

tersentuh, seperti dalam pemilih berbasis hanya pemilih  pemula,
disekolah-sekolah, kemudian pemilih perempuan, organisasi masyarakat.
%@sosialisasikan kepada  simpul-simpulnya saja. Warga desa
%engemukakan bahwasannya tidak pernah mendapatkan info sosialisasi,
glereka mencoblos karena perdana dan hanya pingin saja, karena belum
EErnah dan dari kepala desa sendiri tersebut dapat diketauhi bahwa tidak
$mua pemilih berbasis tersosiaslisasikan apalagi samapi di Desa Sungai
“gerab. Sasaran sosialisasi selanjutnya yakni masyarakat umum untuk

LY

§0sialisasi pemilu pilgub menyasar seluruh segmen yang ada dimasyarakat

e
-

zging jelas pemilih pemulanya seperti siswa-siswa yang berumur 17 tahun

Eiasanya itu sasaranya itu anak SMA kelas 3, mahasiswa-mahasiswa yang

A3

ada disemester 1 atau 2 atau seluruh warga masyarakat yang belum pernah

I

nery w
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memilih itu sasaran Kkita. Sedangkan dari masyarakat mengaku

©

bahwasannya tidak pernah mengkikuti program sosialisasi dikarenakan
QO

tidak mengetahui adanya sosialisasi. Sasaran sosialisasi selanjutnya yakni
©
Bawaslu, pengawas pemilu juga ikut serta dalam pelaksanaan sosialisasi
3

secara tatap muka atau seperti metode diskusi dan sebagainya akan tetapi
=

%Ium terlaksana dikarenakan sulit untuk dilakukan.
g’eranan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Meningkatkan Partisipasi

(]

E‘Iasyarakat Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Di Desa Sungai
i’érab Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau Tahun 2018-2023 dalam
melaksanakan tahapan sosialisasi belum sepenuhnya terlaksana pada
sasaran sosialisasi dan metode yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Indragiri Hilir juga belum efektif dalam meningkatkan
partisipasi masyarakat.

Pada pelaksanaan tahapan sosialisasi Komisi Pemilihan Umum juga
§rdapat hambatan-hambatan yang ditinjau dari dua Faktor Indikator antara
%in : Sasaran sosialisasi dan Metode sosialisasi maka diketahui penyebab
géau kendala dalam diantaranya keterbatasan sumber saya manusia,
Er:bndisi georgrafis menuju desa Sungai Terab yang sangat sulit dijangkau,
géndala terakhir yakni anggaran sosialisasi, kurangnya anggaran dana
S“ntuk sosialisasi untuk melaksanakan semua metode dan menyentuh

=
geluruh segmen yang ada di desa Sungai Terab.
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Saran

©
Adapun saran yang penulis berikan dalam penilitan ini, adalah sebagai
QO

A
berikut:
=
Untuk pihak Komisi Pemillihan Umum Indragiri Hilir diharapkan
3

meningkatkan sosialisasi pemilihan diseluruh segmen atau seluruh sasaran
-~

pgmilih agar masyarakat khususnya di Desa Sungai Terab agar tingkat
n(é’rtisipasinya meningkat.

(]

K;;misi Pemilihan Umum Indragiri Hilir agar melakukan sosialiasi dengan
c&i’é-cara inovatif  dalam melaksanakan tahapan sosialisasi. Sehingga
masyarakat mudah memahami dan merasa gembira atau tidak kaku dengan
kehadiran Komisi Pemilihan Umum dalam rangka sosialisasi pemilihan.
Saran inovatif yang dimaksud oleh penulis ialah bisa berupa sosialisasi
berbentuk kesenian apalagi memanfaatkan kesenian-kesenian lokal. Dan
selanjutnya bisa melalui social media dengan memanfaatkan aplikasi-
w»
a[gikasi dan fitur-fitur yang ada di handphone.
Dgam melaksanakan tahapan sosisalisasi Komisi Pemilihan Umum

8
Indragiri Hilir agar menjalin kerjasama atau mitra dengan instansi-instansi

upn

Ia@ sehingga sosialisasi pemilihan lebih efektif dan efesien.
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ndang=Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
ganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilhan

Gu rnur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang
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eraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan,
Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

uggu edue) Ul

eraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Sosialisasi,
Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil
Wali Kota.
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wawancara bersama masyarakat desa sungai

Gambar 2: Dokumentasi wawancara bersama sekretaris daerah Desa
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u®ka Riau mic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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Pendidikan Pemilih,

Indragiri Hilir Divisi Sosialisasi
Partisipasi Masyarakat,dan SDM

bar 4: Dokumentasi wawancara Bersama ketua Bawaslu kabupaten
Indragiri hilir

Gambar 3: Dokumentasi wawancara bersama anggota KPU kabupaten

S
lar®c University of Sultan Syarif Kasim Riau

(@7)

ka Riau

=2 .nm a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
ln/_.-\_n b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

/\ Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
"Lc:l 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
=

UIN SUSKA RIAU



@’ambar 5: Dokumentasi wawancara bersama anggota KPU kabupaten
indragiri hilir Divisi Teknis Penyelenggaraan

ska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

/\ Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
u_:..l 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Mr .nm a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
I@n b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

unsusanay 2+ Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
aus LoislJlg ayalmisl |l aglell a s

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

JI.H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pckanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
UIN SUSKA RIAU Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonsos(@uin-suska.ac id
| Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/4512/2021 Pekanbaru, 30 Agustus 2021 M
Sifat : Biasa 21 Muharram 1443 H
Lampiran : -
Perihal : Bimbingan Skripsi

Kepada

Yth. Mashuri, MA

Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat,
Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

Nama : MIFTA SYARIF
NIM 11575105285
Jurusan . Administrasi Negara
Semester : XII (Dua Belas)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk
menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul:"PERANAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) DALAM MENINGKATKAN
PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PEMILIHAN KEPALA
DAERAH (PILKADA) DI DESA SUNGAI TERAB KABUPATEN
INDRAGIRI HILIR PROVINSI RIAU TAHUN 2018-2023".
Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudarasebagai pembimbingdalam
menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik dan

. 19790101 200710 1 003‘.
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PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
KECAMATAN RETEH
DESA SUNGAI TERAB

Alamat : Jalan Masjid RT.01 RW.01 Desa Sungai Terab, kode pos 29273

SURAT KETERANGAN SELESAI MELAKSANAKAN PENELITIAN
Nomor : Kpts. 117 /PEM-ST/X11/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : Abdul Malek
Jabatan : Kepala Desa Sungai Terab
Alamat : Jalan Masjid Desa Sungai Terab

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama :Mifta Syarif
NIM 11575105285
Program Studi :Administrasi Negara / S1

Telah selesai melaksanakan kegiatan penelitian di desa sungai terab kabupaten Indragiri hilir
dengan judul Penelitian “Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Meningkatkan

Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) di Desa Sungai Terab
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023". ‘

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sungai Terab, 04 Desember 2021
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KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

SURAT KETERANGAN SELESAI MELAKSANAKAN PENELITIAN
Nomor : 206/PY.04.2/1404/KPU-Kab/XI1/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Herdian Asmi
Jabatan : Ketua KPU Kab. Indragiri Hilir
Alamat : Jin. Swarna Bumi Gg. Nusa Indah Il No. 25 Tembilahan

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Mifta Syarif
NIM : 11575105285
Program Studi : Administarasi Negara / $1

Telah selesai melaksanakan kegiatan Penelitian di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Indragiri Hilir dengan Judul Penelitian “Peranan Komisi Pemilihan Umum (KPU)
dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah

(PILKADA) di Desa Sungai Terab Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau Tahun
2018-2023".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Tembilahan, 21 Desember 2021

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Ketua,

> Merdian Asmi

Nery ur¢
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3 BAWASLU

-t BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Jalan Baharuddin Yusuf No. 10 Tembilahan, Kab. Indragiri Hifir 29212
Handphone : 085271926872, Website : indragirihilir.bawaslu.go.id

nery wis

SURAT KETERANGAN SELESAI MELAKSANAKAN PENELITIAN
Nomor : 072/HM.02.04/K.RA-02/XI1/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Dong, SP
Jabatan  : Ketua Bawaslu Kab. Inhil
Alamat  : Perumnas Parit 3 Tembilahan Hulu

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Mifta Syarif

NIM : 11575105285

Program Studi  : Administrasi Negara / $1

Telah selesai melaksanakan kegiatan Penelitian di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten
Indragiri Hilir dengan judul Penelitian “Peranan Komisi Pemilihan Umum {KPU) dalam
Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) di Desa Sungai

Terab Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau Tahun 2018 - 2023”.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembilahan, 03 Desember 2021
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PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Gedung Eks Multiyears (Lantai 4) JI. Swarna Bumi Tembilahan

Telephone (0768) 22904, Faximile (0768) 21383

REKOMENDASI PENELITIAN

DAN PENGUMPULAN DATA (SURVEY)
Nomor : 070/BKBP-EKOSOSBUD/2021/22$

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, berdasarkan Surat
dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu Provinsi Riau Nomor :
503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/44134 Tanggal 5 Oktober 2021 Tentang Pelaksanaan kegiatan Riset,
Data Untuk Bahan Skripsi dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama

NIM

Program studi/Jenjang
Alamat

Judul Penelitian

Lokasi Penelitian

. MIFTA SYARIF

: 11575105285

. ADMINISTRASI NEGARA / S1

. Lr. Cempaka, Kec. Reteh, Kel. Pulau Kijang

: PERANAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) DALAM

MENINGKATKAN  PARTISIPASI MASYARKAT PADA
PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) DI DESA SUNGAI
TERAB KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PROVINSI RIAU
TAHUN 2018-2023

. 1. KPU KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

2. BAWASLU KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
3. KANTOR DESA SUNGAI TERAB

Untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data dengan ketentuan :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang tidak ada hubungannya
dengan penelitian dan pengumpulan data ini.

2. Pelaksanaan penelitan selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 21 Oktober 2021 s/d 21

Januari 2022.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan

kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan informasi dan data yang diperlukan dalam
penelitan ini.

Témbg;g. n

1

nery w

Tembilahan, 21 Oktober 2021

A.n KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Kabid Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya,
Agama dfn Organisasi Kemasyarakatan,

H. NA;ARUDIN, SE
Pembina Tk. I (III/d)
NIP. 19671231 199503 1 010

Qi_sampaikan kepada Yth ;
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PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Gedung Menara Lancang Kuning Lantai | dan 1l Komp. Kantor Gubemur Riau
J1. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/44134
TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

1.04.02.01
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat
Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Ekonomi dan limu Sosial UIN Suska Riau, Nomor :
Un.04/F.VIIPP.00.9//2021 Tanggal 30 Agustus 2021, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama :  MIFTA SYARIF

2. NIM/KTP : 11575105285

3. Program Studi : ADMINISTRASI NEGARA

4. Jenjang 1

5. Alamat :  PEKANBARU

6. Judul Penelitian : PERANAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) DALAM MENINGKATKAN

PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) DI
DESA SUNGAI TERAB KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PROVINSI RIAU TAHUN
2018-2023

7. Lokasi Penelitian : 1. KPU KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
2. BAWASLU KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Keglatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai

tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan

Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.
Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di . Pekanbaru
Pada Tanggal : 5 Oktober 2021

Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
S st o e Py 0L
DP | DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU

Tembusan :
Disampaikan Kepada Yth :

1

2

3.
4.

nery uis

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
Bupati indragin Hilif

Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Tembilahan

Dekan Fakultas Ekonomi dan limu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
Yang Bersangkutan
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\ﬂ/ﬂ RIWAYAT HIDUP PENULIS

MIFTA SYARIF, Lahir di Pulau Kijang, Kecamatan
Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau pada tanggal
10 Juni 1997. Anak kedua dari 2 bersaudara, pasangan dari
Ayahanda Samsul dan Ibunda Hasna. Memulai Pendidikan

dari Taman Kanak-Kanak di TK DDI pada tahun 2002-2003,

= Selanjutnya pada Tahun 2003-2009 melakukan pendidikan di

egaey yni

D Neg®ri 16 Kelurahan Pulau Kijang, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri
)

=
ilir. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Kelurahan Pulau

urglny

ijang, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir. Dan lulus pada tahun 2012,

gel

telah menyelesaikan pendidikan di SMPN, Penulis melanjutkan pendidikan di

%QUJE
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MAN 1 Reteh dan lulus pada tahun 2015. Selanjutnya penulis melanjutkan

ndidikan di Perguruan Tinggi Negeri dengan mengambil Studi IImu

W gD ue|

&dminiifrasi Negara (S1) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

qoAk

%ebagai;{ugas akhir perkuliahan penulis melaksanakan penelitian dengan judul

RS ue

»
3Peran§n Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Meningkatkan Partisipasi
(2]

5 c . . .
Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Di Desa Sungai
<

19q

)
Terab Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau Tahun 2018-2023.
<
Penulis dinyatakan lulus pada sidang Munagasyah tanggal 20 Juni 2022

»n
jurusanélmu Administrasi Negara (S1) dengan predikat Memuaskan (B+) dan
~
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berhak &nenyandang gelar Sarjana Sosial (S.So0s).
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